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ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang konflik dan integrasi sosial
antarumat beragama Islam dan Kristen terhadap pembangunan Gerga Kristen
Indonesia Gayungsari di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana wewenang dan otoritas pemerintah terhadap pembangunan GKI
Gayungsari Surabaya, apa sga upaya penyelesaian konflik pembangunan GKI
Gayungsari Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian  kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondis aamiah,
mengumpulkan data atau keterangan dalam suatu penelitian melalui pengamatan
secara langsung di tempat atau objek yang diteliti. Fokus kajian pada wewenang
dan otoritas pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah GKI Gayungsari
Surabaya dan mangemen resolusi konflik pembangunan GKI Gayungsari
Surabaya.

Hasi| dari penelitian ini menunjukkan bahwa, aparatur pemerintahan kurang
tegas daam menjalankan fungsinya. Pemerintah sebenarnya dapat dan harus
berbuat lebih untuk menjamin hak mendirikan rumah ibadah dan kebebasan
beragama. Figur kepala kecamatan, kepala kelurahan, FKUB, LSM utamanya
kepolisan selaku penanggungjawab keamanan dan kepala daerah sebagai
pemegang otoritas birokrasi sangat berperan dalam menentukan kebijakan terhadap
gerga-gereja yang dipermasalahkan. Mangjemen resolusi konflik yang diterapkan
dalam konflik pembangunan GKI Gayungsari adalah metode negosiasi, mediasi,
konsiliasi dan arbitrase. Akhirnya ditetapkanlah keputusan bahwa ibadah umat
Kristen di Gayungan ditempatkan di Yayasan Panti Asuhan Kristen Lydia (YPAK
Lydia).

Kata kunci: Konflik, rumah ibadah, regulasi, resolusi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daam pendlitian ini, penulis akan mendeskripsikan konflik yang terjadi
dalam pembangunan tempat ibadah GKI (Gerga Kristen Indonesia) Gayungsari
Surabaya beserta usaha penyelesaiannya. Konflik berkaitan dengan urusan agama
di Indonesia seringkali menjadi problematika yang sukar untuk dipecahkan. Hal
ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti faktor
demografi, faktor monografi, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik dan
faktor lain yang menyangkut pembentukan struktur sosial. Meskipun banyak
faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial, namun penulis berusaha
menguraikan mata rantai dan menarik benang merah dari permaslahan yang
sedang terjadi. Dengan menggunakan manajemen resolusi konflik dan teori yang
berkaitan dengan permasalahan tersebut maka diharapkan menemukan titik
simpul dalam penyelesaian konflik sosia yang sedang terjadi. Bentuk konflik
keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia salah satunya yaitu mengenal
perizinan pendirian rumah ibadah. Salah satu konflik mengenai pembangunan
rumah ibadah yang belum mendapat penyelesaian hingga saat ini adalah Gerga
Kristen Indonesia (GK1) Gayungsari.

Konflik pendirian GKI Gayungsari ini telah terjadi sgjak tahun 1995 dan
hingga saat ini masih belum terselesaikan. GKI Gayungsari merupakan hasil

sebuah usaha pelebaran GKI Diponegoro yang mengalami masalah peningkatan



jumlah anggota jemaat. Dalam proses pembangunannya, muncul penolakan warga
terhadap pembangunan gerga, dengan alasan ketidaknyamanan warga sekitar atas
pembangunan gereja. Kondisi ini diperparah dengan adanya isu pemalsuan tanda
tangan untuk mendapatkan IMB dan dugaan Kristenisasi. Penolakan pendirian
GKI Gayungsari semakin menjadi sorotan masyarakat dengan munculnya
spanduk ancaman seusai dilakukannya aktivitas di sekitar gergja oleh anggota
jemaat gereja, meskipun hanya sekedar membersihkan gerga. Kemudian disusul
dengan adanya upaya DPRD Kota Surabaya untuk melakukan mediasi terhadap
pihak gerga dan masyarakat. Hasil dari mediasi tersebut tidaklah mendapat titik
terang, namun semakin memicu amarah masyarakat Gayungsari. Seusai pengajian
akbar yang dilaksanakan di kediaman H. Nilam (alm), masyarakat menyiapakan
masa untuk penghancuran gereja sebagai upaya peringatan. Bahkan bom molotof
telah siap untuk diledakkan jika pihak gerga tidak mengehntikan pembangunan
tersebut. Ancaman tersebut membuat pihak gerga enggan untuk melanjutkan
pembangunan karena khawatir terjadinya demonstrasi yang semakin parah. Dan
juga untuk melindungi jemaat gergja supaya dapat beribadah dengan tenang dan
damai.

Melihat sikap negara dalam melindungi warga-negaranya, lebih tepatnya
hal yang berkenaan dengan keagamaan, hadir dalam bentuk peraturan perundang-
undangan dan kebijakan. Hak-hak beragama warga telah diatur dalam kostitusi,
UUD 1945. Jaminan dan perlindungan terhadap keberagamaan warga juga telah
diatur dalam Undang-undang No.1/PNPS/ 1965, uu No. 1/ Tahun 1974 Tentang

perkawinan, UU tentang HAM, UU tentang Hak Sipil dan Politik, serta berbagai



kebijakan seperti SKB No. 1 Tahun 1969 hingga PBM No0.9 dan No. 8 Tahun
2006. Negara juga memfasilitas berbaga dialog internal maupun antar umat
beragama, memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menjalin hubungan
harmonis antara tokoh dan pemuka agama. Peran pemerintah yang sangat sentral
terjadi hingga awal era reformasi. Jika kemudian setelah lahir PBM dan FKUB,
konflik masih sgja terjadi maka hal tersebut merupakan kodrat umat manusia.
Namun, fakta yang menunjukkan setelah lahir kebijakan baru, Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0.9 dan No.8 Tahun 2006 kerukunan
umat beragama di Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih rasional dan
berbudaya.

Peraturan Jaminan dan perlindungan terhadap keberagamaan yang telah
diatur Undang-undang No./PNPS/ 1965, uu No. 1/ Tahun 1974 Tentang
perkawinan, UU tentang HAM, UU tentang Hak Sipil dan Politik, serta berbagai
kebijakan seperti SKB No. 1 Tahun 1969 hingga PBM No0.9 dan No. 8 Tahun
2006 bukanlah intervensi negara atau pemerintah terhadap agama, melainkan
bersifat penertiban administratif kenegaraan.

Secara ideal pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewagjiban atas
fasilitas penyediaan lokas bangunan rumah ibadah sesua dengan PBM Menag
dan Mendagri No0.9 dan No.8 Tahun 2006, pasal 14 ayat 3 hingga saat ini belum
memberikan respons yang melegakan bagi pihak gerga Dengan rentan waktu
yang tidak sebentar hal ini sangat merugikan pihak GKI Gayungsari. Meskipun

cukup banyak peraturan yang mengatur tentang keberagamaan dan kerukukunan

1 Ahmad Syafi’i Mufid, Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia, (Jakarta
Pudlitbang Kementerian AgamaRI, 2014), vi.



umat beragama, jaminan perlindungan dan keamanan. Kurang berjalan dengan
baik terhadap pembangunan GKI Gayungsari.

Apabila menganalisa permasalahan yang telah terjadi tentang fenomena
konflik SARA termasuk masalah kebebasan beragama, PBM No.9 dan No. 8
Tahun 2006. Peraturan tersebut seakan dijadikan sebagai kepunyaan kelompok
mayoritas tertentu. Konstitusi tersebut hanya mengakomodir ideologi atau
kepercayaan maupun agama tertentu. Idealnya secara pengamalannya konstitus
tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya
diskriminasi dari pihak-pihak tertentu. Diskriminas yang dilakukan oleh negara,
bahkan elemen masyarakat secaralebih [uas akan memicu terjadinya konflik.

Konflik merupakan keadaan dimana masyarakat senantiasa berada dalam
proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantara
unsur-unsurnya, dan melihat bahwa setigp elemen memberikan sumbangan
terhadap disintegrasi sosial serta menilai keteraturan dalam masyarakat itu
hanyalah di sebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas
oleh golongan yang berkuasa.? Struktur sosial merupakan suatu bentuk organisasi
yang dijalankan bersama-sama melaui tekanan dan paksaan secara terus-menerus
sehingga pada akhirnya melampaui dirinya sendiri dengan suatu pengertian bahwa
dalam tekanan itu sendiri akan melahirkan ketahanan dengan proses perubahan
yang tiada henti-hentinya.®

Konflik justru mengarah pada suatu perubahan dan pembangunan. Ketika

terjadi sebuah konflik golongan yang terlibat akan melakukan perubahan untuk

2 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2014), 41.
3 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University, 1998),
172.



memperbaiki struktur sosial yang dirasa salah. Apabila konflik bersifat radikal
dan disertai dengan tindakan kekerasan maka perubahan sosial akan lebih efektif.
Karena dampak yang ditimbulkan dalam konflik tersebut sangatlah berpengaruh
terhadap berbagai pihak. Konflik dapat menyebabkan integrasi dan integrasi pula
bisa menciptakan konflik.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi
atas dan posis bawah daam setigp struktur. Karena wewenang merupakan
keabsahan, maka setiap individu yan tidak tunduk terhadap wewenang yang ada
akan mendapatkan sanksi. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara
penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua
golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh
ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara
langsung. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa
berusaha mempertahankan status-quo sedangkan golongan yang dikuasai
berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.*

Meskipun demikian, banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses
konflik sosial. Kekayaan, status ekonomi dan status sosial, walaupun bukan
merupakan determinan kelas, namun hal tersebut dapat mempengaruhi intensitas
pertentangan. ““Semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-
aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah intensitas pertentangan
kelas dan sebaliknya.””® Dengan demikian, kelompok-kelompok yang memiliki

status ekonomi relatif tinggi memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat

4 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta:Rajawali, 1985), 32.
5 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali, 2010), 138.



daam konflik yang keras dengan struktur kekuasaan daripada mereka yang

terbuang dari status sosial ekonomi dan kekuasaan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konflik antarumat beragama terhadap pembangunan GKI
Gayungsari di Surabaya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pembangunan GKI Gayungsari di

Surabaya?

C. ldentifikasi Masalah
Agar pembahasan skripsi menjadi spesifik dan terarah maka perlu adanya
identifikasi dan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuadlitas perselisihan masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah, sudah
sampal pada taraf tidak mengakui hak keberadaan umat lain yang mendirikan
rumah ibadat atau hanya sekedar sikap tidak setuju terhadap rencana
pendirian rumah ibadah.

2. Penyebab adanya sikap tidak setuju masyarakat disebabkan karena mereka
telah memiliki pengalaman traumatis akibat persinggungan rencana pendirian
rumah ibadah atau karena akibat dari mereka yang telah memperoleh
informasi melalui opini publik terhadap berbagal kesulitan yang ditimbulkan

akibat berdirinya rumah ibadah di sekitar pemukiman mereka.



3. Alternatif yang diberikan masyarakat terhadap umat beragama yang berbeda
agar tetap memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah sebagai hak asas
manusia

4. Peran pemerintah di dalam menangani perselisihan dalam pembangunan GKI
Gayungsari Surabaya. Indikator Idealisme sebagal seorang pejabat publik.

5. Kemampuan pejabat pemerintah sebagai bentuk hasil pengalaman di dalam
menangani berbaga konflik antar sosial, yaitu seberapa jauh komitmen dalam
melaksanakan tata aturan yang ada atau juga kreass dalam menggagas
peraturan daerah sebagal wujud kesepakatan masyarakat.

6. Peran LSM dalam mencari titik simpul dalam penyelesaian perselisihan.
Dilihat dari asal-usul munculnya gagasan penguatan peran masyarakat dalam

proses penyelesalan perselisihan.

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari
penulis di dalam karyailmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui konflik antarumat beragama terhadap pembangunan GKI
Gayungsari di Surabaya.
2. Untuk mengetahui  upaya penyelesaian konflik pembangunan GKI

Gayungsari di Surabaya.



E. Manfaat Penédlitian
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi civitas akademik
baik secarateoritis maupun praktis:
1. Manfaat Teoritis
Saya berharap semoga hasil pendlitian ini dapat menambah wawasan
kepada penulis dan pembaca pada umumnya tentang mangemen resolus
konflik terutama pada problem keagamaan. Khususnya pada prodi studi
agama-agama fakultas ushuluddin dan filsafat untuk meningkatkan respon
dan hasil belgar. Dimana wawasan tersebut dapat digunakan untuk
mengembangkan pembelgaran dan metode pembelgaran yang lebih efektif
bagi mahasiswa dalam memahami materi tersebut.
2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada
mahasiswa dalam memahami dan menganalisa problem sosia masyarakat
dengan menergpkan mangemen resolusi konflik keagamaan. Dengan
mempelgari “Konflik dan Integrasi Sosial Antarumat Beragama; Studi Kasus
Pendirian Gerga Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya’. Dapat
menumbuhkan sikap untuk saling menghargai antar pemeluk agama
Menumbuhkan sikap empati dan simpati kepada masyarakat margina
khususnya pemeluk agama kristiani di Gayungsari. Mengembangkan nilai-
nilai sosial yang dapat berdampak pada kedamaian dan peningkatan kualitas

kehidupan bermasyarakat.



F. Telaah Pustaka

Berbaga penelitian terkait dengan konflik dan integrasi sosial antarumat
beragama pernah dilakukan, terutama terkait penolakan pendirian rumah ibadah
yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola pembangunan rumah
ibadah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asroni®, Nella’ dan Okky?® tentang
implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.
9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepaa
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
Mereka menjelaskan bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap pihak minoritas dalam hak mereka mendirikan rumah ibadah telah
melanggar prinsip-prinsip HAM. Selain itu, kurang efektifnya pelaksanaan
peraturan tersebut lebih disebabkan oleh kurang pemahaman penegak hukum
tentang peraturan tersebut, sehingga masih terjadi pelanggaran syarat administrasi
dan tidak ada ketegasan dari pemerintah atau penegak hukum terhadap kelompok
masyarakat yang melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, kurang tanggapnya
aparat penegak hukum dalam merespons permasaahan yang menyangkut
hubungan antarumat beragama, sehingga para aktor kekerasan merasa leluasa

mel akukan tindakan tidak terpuji.

6 Ahmad Asroni, “MENY EGEL RUMAH TUHAN?”, Religi, Vol .VIIl, No.1 (2012), 84.

7 Nella Sumika Puitri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Dinamika Hukum, Vol.
11, No.2 (2011), 237.

8 Okky Sandia Pangestu, “Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006; Studi Kasus Pemerintah Bekasi”,
Jurnal llmiah, (2013), 27.
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Penelitian lain dilakukan oleh Lilam®, Retnowati'®, Rosidi! dan Nasriadi?
tentang pengelolaan kerukunan umat beragama. Mereka menjelaskan bahwa
potens konflik dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan integras
sosia. Berbagai dinamika keagamaan yang dilakukan masyarakat berlangsung
dalam balutan tradis dan kondis masyarakat yang memiliki berbagai pranata
sosial berupa kearifan lokal masyarakatnya dalam berbaga tradis. Hubungan
yang harmonis, kohesi, integrasi sosial dalam masyarakat yang melibatkan umat
beragama tidak datang begitu sgja, tetapi membutuhkan usaha dan kemauan
semua pihak untuk mewujudkannya. Pentingnya pengelolaan dan kecakapan
negara dalam penanggulangan konflik yang muncul, bahkan pencegahan
terjadinya konflik. Konflik sekecil mungkin apalagi yang melibatkan antarumat
beragama dapat ditangani dengan baik. Begitupun Isu sekecil apa pun yang terjadi
dalam mayarakat segera direspon dan dilakukan mangjemen resolusi konflik
disertai dengan keamanan dari pihak kepolisian daerah. Maka dari itu pentingnya
dukungan dari berbagai elemen masyarakat, penegak hukum, pemerintah dan
jgarannya diharapkan dapat menciptakan suasana aman, tentram dan sejahtera.

Penelitian oleh Firdaus'®, Eka* dan Aisyah®™ yang membahas latar

belakang terjadinya konflik dan faktor penghambat integrasi sosial. Penelitian

9 Lilam Kadarin Nuriyanto, “Social Integration Management of Places of Worship for Islam and
Christianin Surakarta”, Social Science and Religion, Vol. 22, No.1, (2015), 37.

10 Retnowati, “Agama, Konflik dan Integrasi Sosial”, Analisa, Vol.21, No.02, (2014), 199.

11 Achmad Rosidi, “Integrasi Sosial Umat Beragama”, Multikultural dan Multireligius, Vol. 15,
No.3, (2016), 31.

12 Nasriadi, “Dinamika Interaksi ke Arah Kepentingan Integrasi Sosial”, Populis, Vol.8, No.1,
(2014), 102.

13 Firdaus M.Yunus, “Konflik Agama di Indonesia Problematika dan Solusi Pemecahannya,
Substantia”, Val. 16, No. 2, (2014), 227.

14 Eka Henry Ar, “Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik”, Walisongo, Vol. 21, No. 1,
(2013), 214.
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mereka menemukan bahwa penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotype
satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Tendensi umat
beragama dalam menyebarkan pesan agama dengan tanpa memperdulikan
kebesaran agama lain telah melahirkan konflik baru dalam beragama yakni rasa
kekhawatiran terhadap ancaman dari luar kelompok. Sikap eksklusif masyarakat
inilah yang melahirkan berbagai prasangka dan kebencian terhadap agama lain
yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya Karena adanya klaim
kebenaran yang kaku, doktrin jihad dipahami secara sempit, kurangnya sikap
toleran dan minimnya pemahaman ideologi pluralisme. Isu-isu konflik keagamaan
di Indonesia seperti isu moral, isu sektarian, isu komunal, terorisme, isu politik-
keagamaan dan lainnya. Hal ini bisa dihindari dengan adanya pendekatan hukum
yang tegas dan adil, pendidikan dan dakwah yang berdimensi pluralistis dan
penuh kebijaksanaan, serta mengupayakan terciptanya keadilan dalam semua
ranah kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya maupun
agama.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini mengambil sudut pandang
praksis upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian
konflik yang terjadi antara umat Muslim dan Kristen dalam pendirian Gerga
Kristen Indonesia di Gayungsari Surabaya. Adapun perbedaan yang dapat dilihat
dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada mangemen resolusi konflik

keagamaan. Peneliti mencoba meninjau serta menganalisis hal-ha yang berkenaan

15 Aisyah, “Konflik Sosial Dalam Hubungan Umat Beragama”, Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2,
(2014), 203.
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dengan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama di Gayungsari agar

terwujudnya kenyamanan dalam masyarakat majemuk.

. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.’® Metode lebih menekankan pada strategi, proses,
dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimens ruang dan waktu
dari data yang diperlukan. Oleh karenaitu di sini akan dipaparkan mengenai :
1. JenisPenelitian

Daam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Sesual dengan pengertiannya metode
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.’

Dengan berdasarkan penelitian ini, penulis hanya mendeskripsikan apa
yang diamati dan ditemukan dalam penelitian. Y akni terjadinya konflik dalam
pembangunan Gergja Kristen Indonesia (GK1) Gayungsari Surabaya.

2. Sumber Data
Dalam penelitian ini data dikategorikan kedalam dua jenis yaitu:
a. Dataprimer
Sumber data yang bersifat utama dan terpenting untuk mendapatkan

informasi yang diperlukan oleh peneliti lapangan dimana untuk mencari

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2008), 2.
17 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 3.
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data atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Responden merupakan sumber utama sehingga penulis menggunakan
beberapa reponden untuk mendapatkan keterangan dan informasi tentang
masalah yang diteliti.

b. Datasekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat menunjang
dan melengkapi sumber data primer yaitu sumber data sekunder adalah
buku-buku kepustakaan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

lapangan ini adalah:

a. Observasi

Observas adalah mengumpulkan data atau keterangan dalam suatu

penelitian melalui pengamatan secara langsung di tempat atau objek yang
diteliti.*® Penulis melakukan observasi langsung terhadap pihak gereja,
mengamati bagaimana respons pihak interna gerga. Kemudian
masyarakat sekitar daerah pendirian gerga, mengamati bagaimana
repons pihak yang kontra dan pro atau bahkan pihak yang apatis terhadap
pembangunan gerga. Dan pihak aparatur pemerintahan yang menjabat
antara tahun 1995-2018, seperti kepala kecamatan dan staf bagian
pembangunan, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan dan staf bagian

pemerintahan, ketua RW, Ketua FKUB Kota Surabaya, atau LSM,

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 124.
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mengamati sgjauh mana upaya penanganan konflik pembangunan gergja.
Pengamatan ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data secara
detail dan valid.

b. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau keterangan-
keterangan yang mendalam dengan cara menggali informas sebanyak
mungkin dari responden. Melihat definisinya, wawancara adalah suatu
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil tatap muka antara penanya (pendliti) dengan
penjawab/responden/informan (objek peneliti).®

Daam hal ini, penulis melakukan Interview dengan sebagian dari
pihak internal gergja yaitu Pendeta Boy Simon Buster selaku Pastor
Kepala Paroki GKI Gayungsari Surabaya dengan topik wawancara
mengenai dinamika konflik pembangunan gergja, Penatua Cuk Sriyono
selaku anggota pengurus gerga yang membantu tugas pendeta dalam
bidang administrasi, selaku ketua panitia pembangunan gergja dan saksi
atas peristiwa terjadinya demonstrasi dengan topik wawancara mengenai
keadaan lapangan pra-konflik dan persigpan pembangunan geregja di
bidang kelengkapan administrasi, Penatua Freddy Adam dan Penatua
Tjatur selaku anggota pengurus gergja yang membantu tugas pendeta
dengan topik wawancara mengenai dinamika konflik pembangunan

gerga, bapak Ridwan Aziz selaku peserta demonstrasi sebagai saksi atas

19 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.
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peristiwa terjadinya demonstrasi dengan topik wawancara mengenal
keadaan lapangan pra-konflik, konflik dan paska konflik, kemudian
pihak kontra yaitu keluarga bapak Faiha selaku tokoh masyarakat
dengan topik wawancara mengena  faktor-faktor  penolakan
pembangunan geregja, otoritas pemerintah yaitu bapak Mahfudh selaku
kepala kecamatan Gayungan dengan topik wawancara mengenai peran
pemerintah di dalam menangani perselisihan dalam pembangunan gergja,
bapak Agus selaku staf bagian pembangunan dengan topik wawancara
mengenai  pertumbuhan pembangunan tempat ibadah, bapak Suryadi
selaku kepala kelurahan Gayungan dengan topik wawancara mengenai
peran pemerintah di dalam menangani perselishan dalam pembangunan
gergla, bapak Slamet selaku koordinator bid.pembangunan rumah ibadah
FKUB kota Surabaya, bapak Imam Ghozali Said selaku ketua FKUB
kota Surabaya tahun 2007, kemudian dilanjutkan wawancara kepada
beberapa pihak yang terkait konflik. Sedangkan informan pendukungnya
adalah tokoh agama dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah
Gayungsai Surabaya.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen yang ada.?® Sumber dokumen mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, artikel-artikel dari

jurna online, foto, notulen dan dokumen gerga lainnya yang berkaitan

2 |rwan Suhartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 70.
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dengan penditian penulis. Kemudian data administas dari
BAKESBANGPOL dan Kelurahan yang berkaitan dengan kelengkapan
administratif persigpan pembangunan gereja.
4. Teknik Analisa Data
Analisis data menurut menurut Patton adalah proses mengatur urutan
data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, dan satuan uraian dasar
sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.?* Analisis data dalam
kualitatif dilakukan sgiak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan,
dan setelah selesai di lapangan, yaitu:
a. Analisa Sebelumdi Lapangan
Anadisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data
sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
Fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang
setelah peneliti masuk dan selama di |apanagan.?
b. Analisa Data di Lapangan
= Tahap Reduks Data
Pada tahap reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat
kategorisasi, kemudian membuang data yang tidak diperlukan atau

data yang tidak penting.

2L Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 91.
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 245.
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Tahap Penygjian

Pada tahap penygjian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchard dan
sgenisnya. Dengan menyagjikan data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami.
Tahap penarikan kesimpulan dan verifikas

Kesimpulan awa yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi
apabila kessmpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesmpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel .23

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam

menuyusun skripsi ini, maka dijelaskan secara garis besar dari masing-masing bab

dan sub-babnya sebagai berikut:

BAB | (satu) yaitu pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali

seluruh pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, médiputi: latar belakang

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246-

253.
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masalah, rumusan masalah, identifikass masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Il (dua) menguraikan kerangka teori, yaitu teori yang digunakan untuk
menganalisis data yang telah terkumpul dari serangkaian penelitian di lapangan.
Meliputi teori Ralf Dahrendorf yang berkaitan dengan konflik dan integras sosia
antarumat beragama.

BAB 11 (tiga) deskripsi data penelitian meliputi sub bahasan gambaran
wilayah konflik Gergja Kristen Indonesia (GKI) Gayungsari Surabaya, kondis
geografis dan demografis, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, kondisi
pendidikan masyarakat, kehidupan beragama masyarakat, gambaran umum sinode
Gergja Kristen Indonesia (GK).

BAB IV (empat) menguraikan temuan lapangan yang mana di dalamnya
menjelaskan tentang dinamika konflik pembangunan rumah ibadah, kepentingan
aktor-aktor dalam konflik pembangunan rumah ibadah, upaya penyelesaian
konflik pembangunan rumah ibadah.

BAB V (lima) merupakan analisa dari hasil peneliti dalam skrips ini,
berisi analisa dan pembahasan mengenai pengetahuan mayarakat tentang konflik
dan integrasi antar umat beragama yang meliputi: Konflik Sosia atas Dasar Peran
dan Otoritas, Konsensus dan Konflik, Konflik dan Perubahan.

BAB VI (enam) yaitu penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir
dan seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini yang mana di dalamnya berisikan
kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mengetahui is

dari pembahasannya secara ringkas, sedangkan saran-saran digunakan sebagai



19

suatu usaha menemukan program-program selanjutnya. Saran ini merupakan buah
pikiran dan yang konstruktif bagi perkembangan dan perbaikan nanti kedepannya.

Dan juga ditambah |ampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB || KERANGKA

TEORI

A. Konflik Sosial atas dasar Peran dan Otoritas

Di daam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang
memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan,
kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya
yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan
sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan geala
tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model
kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configere yang berarti
saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris , conflict
yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, konflik.! Coser
mendefinisikan konflik sosial sebagal suatu perjuangan terhadap nilai dan
pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber
pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.?

Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan

konflik sosia yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat

L Wirawan, “ Konflik dan Manajemen Konflik”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 5.
2 |Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi (Y ogyakarta: Gajah Mada University, 1998),
156.

20
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menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara
melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan normadan nilai yang berlaku.

Dari berbaga pengertian diatas dapat diambil kessmpulan bahwa konflik
adalah pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling
berkaitan dengan objek konflik, dengan tujuan untuk mencapa kepentingan
masing-masing pihak dengan berbagal cara. Dapat berupa ancaman seperti
dilakukannya kekerasan psikis hingga kekerasan fisik.

Keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme, namun
sesungguhnya teori konflik adalah suatu sikap kritis terhadap Marxisme ortodoks.
Seperti Ralf Dahrendorf, yang membicarakan tentang konflik antara kelompok-
kelompok terkoordinasi, dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elite
dominan, daripada pengaturan kelas, dan managemen pekerja, daripada modal dan
buruh.*

Ralf Dahrendorf mempunyai pandangan lain dalam melihat konflik sosial.
Bagi Dahrendorf, konflik di masyarakat disebabkan oleh berbagai aspek sosial.
Bukan melulu persoalan ekonomi sebagaimana menurut Karl Marx. Aspek-aspek
sosia yang ada di masyarakat ini kemudian terwujud dalam bentuk teratur dalam
organisas sosial.

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas.
Berbaga posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda.

Dia menyebut otoritas tidak terletak di dalam individu tetapi di dalam posisi.®

3 Setiawan, “KBBI offline vers 1,3, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dikutip dari
http: //pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ diakses 26 Juni 2018.

4 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2014), 40.

5> George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: KENCANA, 2014), 149.
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Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi
untuk mendominasi atau ditundukkan. Menurut Dahrendorf, tugas pertama
analisis konflik adalah mengidentifikas berbagai peran otoritas di dalam
masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti
peran otoritas.

Otoritas yang melekat pada posis adalah unsur kunci adalam anaisis
Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi.
Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan.®
Artinya, mereka berkuasa karena haragpan dari orang yang berada disekitar
mereka, bukan karena ciri-cri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah
fenomena sosiad yang umum, mereka tunduk pada kontrol dan mereka yang
dibebaskan dari kontrol ditentukan di dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas
adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Saat
kekuasaan merupakan tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan dalam
hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini  memeliharanya menjadi
legitimasi dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan “authority”, dimana
beberapa posis mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan
yang lang lain.

Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang
pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalan dalam menganalisa masalah
konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosia itu merupakan kunci

bagi struktur sosial. Dahrendorf telah berperan sebagai corong teoritis utama yang

6 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: KENCANA, 2014), 149.
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menganjurkan agar perspektif konflik dipergunakan dalam rangka memahami
dengan lebih baik fenomena sosial.’

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang
yang berkuasa) dan orang yang dikuasai. Dapat juga dikatakan hubungan antara
atasan dan bawahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok antara
lain: kelompok semu (quasi group), kelompok kepentingan (manifes) dan
kelompok konflik. Kelompok semu adalah sgumlah pemegang posis dengan
kepentingan yang sama. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kelompok
kepentingan. Kedua kelompok ini dilukiskan oleh Dahrendorf seperti:

“Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok

kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar.

Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang

ketat: dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok

ini mempunyai truktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan
anggota perorangan.”

Dari berbagal jenis kelompok kepentingan itulah muncul kelompok ketiga,
yaitu kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok
aktual B

Meskipun demikian, banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses
konflik sosial. Kekayaan, status ekonomi dan status sosial, walaupun bukan
merupakan determinan kelas, namun hal tersebut dapat mempengaruhi intensitas

pertentangan. “Semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-

" Margaret M. Poloma, SOS OLOGI KONTEMPORER, (Jakartar RAJAGRAFINDO PERSADA,

2010), 130.
8 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 151
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aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah intensitas pertentangan
kelas dan sebaliknya.”® Dengan demikian, kelompok-kelompok yang memiliki
status ekonomi relatif tinggi memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat
daam konflik yang keras dengan struktur kekuasaan daripada mereka yang
terbuang dari status sosial ekonomi dan kekuasaan.

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap
mempertahankan status quo sedangkan mereka yang berada di bawah (yang
dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan). Dahrendorf mengakui
pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan
konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan
perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal,
sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural
secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, sumber konflik yaitu: Adanya status sosial
di dalam masyarakat, Adanya benturan antara status kelas antara kaya dan miskin,
pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh, kepentingan (buruh dan majikan, antar
kelompok, antar parta)), Adanya dominasi, Adanya ketidakadilan atau
diskriminasi, agama, kekuasaan (penguasa dan dikuasai).*°

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosia ditentukan oleh
kekuasaan. la mendefiniskan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya
perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan
kontrol dan sanks sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan

memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari

9 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali, 2010), 138.
10 Fgjri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi; Sosiologi Mayarakat
Aceh, (Aceh, UNIMAL, 2015), 42.
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mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, konfik kepentingan menjadi fakta
tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki
kekuasaan.

Dinamika konflik menurut Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu
isu tertentu yang memunculkan dua kelompok untuk berkonflik. Dasar
pembentukan kelompok adalah otoritas yang dimiliki oleh setiap kelompok yaitu
kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kepentingan kelompok
yang berkuasa adalah mempertahankan kekuasaanya sedangkan kelompok yang

dikuasai adalah menentang legitimasi otoritas yang ada.

. Konsensus dan Konflik

Dilihat dari sudut pandang teori integrasi tentang struktur sosial, unit-unit
analisa sosial (sistem sosia) pada dasarnya merupakan perserikatan sukarela
daripada orang-orang secara bersama-sama memaka nilai-nilai tertentu dan
mendirikan pranata-pranata untuk menjalankan kelancaran fungs kerjasama
Menurut pandangan ini, tidak ada kerja sama secara sukarela atau konsensus
umum tetapi pelaksanaan paksaanlah yang menyebabkan organisasi sosia
melekat satu sama lain.'!

Dari sinilah dapat kita amati bahwa masyarakat mempunya dua wajah
(integras dan konflik) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua
bagian; Metateori integrasi menggambarkan bahwa sistem sosial itu terintegras

secara fungsional dan menyumbangkan suatu nilai yang mendasar peranannya

11 Ralf Dahrendorf, “Class and Class Conflict in Industrial Society”, terj.Ali Mandan (Jakarta:
Rajawali, 1986), 201.
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dalam mempertahankan sistem keseimbangan sedangkan yang metateori konflik
koersif memandang bahwa struktur sosial itu merupakan suatu bentuk organisas
yang dijalankan bersama-sama melalui tekanan dan paksaan secara terus-menerus
sehingga pada akhirnya melampaui dirinya sendiri dengan suatu pengertian,
bahwa dalam tekanan itu sendiri akan melahirkan ketahanan dengan proses
perubahan yang tiada henti-hentinya. Bagi Dahrendorf, masyarakat tidak akan ada
tanpa integras dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang
dipaksakan. Dengan demikian, posis tertentu di dalam masyarakat dapat

melimpahkan wewenang atau kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

. Konflik dan Perubahan Sosial

Setigp masyarakat selama hidupnya, pasti mengalami  perubahan.
Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang
menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti
kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang
luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga
yang berjalan cepat. Perubahan dalam masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial,
pola-pola prilaku, organisasi, susunan, lembagalembaga kemasyarakatan,
lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan

lain sebagainya.*?

12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 350.



27

Teori Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial.
Konflik justru mengarah pada suatu perubahan dan pembangunan.’® Setiap
masyarakat setiap saat akan tunduk pada proses perubahan. Pertikaian serta
konflik dalam sitem sosial dan berbagai elemen masyarakat akan memeberikan
kontribus bagi disintegrasi dan perubahan. Ketika terjadi sebuah konflik
golongan yang terlibat akan melakukan perubahan untuk memperbaiki struktur
sosiad yang dirasa salah. Apabila konflik bersifat radikal dan disertai dengan
tindakan kekerasan maka perubahan sosiad akan lebih efektif. Karena dampak
yang ditimbulkan dalam konflik tersebut sangatlah berpengaruh terhadap berbagai
pihak.

Terdapat tiga konsep dalam Perubahan Sosial, yang pertama, studi
mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan
yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk dapat
melakukan studi Perubahan Sosial, harus melihat adanya perbedaan atau
perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam
konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif
dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu objek yang menjadi fokus
studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi dalam perubahan sosial
mengandung adanya unsur dimensi ruang dan waktu.#

Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya Perubahan Sosia serta
kondisi yang melingkupinya, yang mana di dalamnya mencakup konteks sgjarah

(history) yang terjadi pada wilayah tersebut. sedangkan dimensi waktu meliputi

13 George Ritzer, Sosiologi |Imu Berparadigma Ganda™, (Jakartas RAJAWALI, 1985), 33.
14 Nanang Martono, “Sosiologi Perubahan Sosial”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.
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konteks masa lalu, sekarang dan masa depan. Proses perubahan dalam masyarakat
itu terjadi karena manusia adalah mahluk yang berpikir dan bekerja di samping
itu, selau berusaha untuk memperbaki kehidupannya serta kurang-kurangnya
berusaha untuk mempertahankan hidupnya.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa perubahan sosial dalam
masyarakat, karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan
disekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi. Dalam proses perubahan pasti ada
yang namanya jangka waktu atau kurun waktu tertentu, ada dua istilah yang
berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu
ada evolus dan revolusi, adanya evolus atau perubahan dalam jangka waktu yang
relatif lama, itu akan tetap mendorong masyarakat ataupun sistem-sitem sosial

yang ada atau unit-unit apapun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.®

15 S.N.Eisenstadt, Revolusi dan Transformasi Masyarakat, (Jakarta: Rajawali,1986),77.
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GAMBARAN WILAYAH KONFLIK

A. Gambaran Umum Masyar akat
1. Kondis Geografis dan Demografis
Secara geografis gergja kristen Indonesia berada di wilayah Surabaya
tepatnya di kelurahan Gayungan kecamatan Gayungan. Wilayah ini terletak
pada ketinggihan 7 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah berkisar
146.542 Ha dengan rincian fungsi lahan meliputi 70.542 Ha digunakan untuk
perumahan, 2.000 Ha digunakan untuk perdagangan, 2.000 Ha digunakan
untuk perkantoran, 2.000 Ha digunakan untuk fasilitas umum, dan 70.000
digunakan untuk lain-lain.
Adapun batas-batas wilayah kelurahan Gayungan adalah:
» Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Ketintang kecamatan
Gayungan.
= Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Siwalankerto kecamatan
Wonocolo.
» Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Menanggal kecamatan
Gayungan.
» Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Kebonsari kecamatan

Jambangan.!

! Dokumen data monografi dan data normatif kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan, bag.
Adminitrasi umum.
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Rute untuk menuju lokasi pendlitian di kelurahan Gayungan ini
tergolong mudah dijangkau oleh kendaraan transportasi apapun. Jalanan
menuju tempat tersebut telah beraspal. Jarak kelurahan dari  pusat
pemerintahan kecamatan berkisar 3 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 8
km, dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi sgjauh 12 km. Kelurahan
Gayungan terdiri dari 7 RW (rukun warga) yang terbagi menjadi 48 RT
(rukun tetangga). Gereja Kristen Indonesia sendiri berada di Gayungsari
Barat No. 64-66 Surabaya, tepatnyadi RW 4 RT 3.

2. Kondis Sosial Budaya

Dari segi kuantitas jumlah penduduk kelurahan Gayungan secara
keseluruhan berjumlah 11.369 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk aki-laki
sebanyak 5.621 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.759 jiwa.
Kemudian jika jumlah penduduk diuraikan berdasarkan usia, maka sebagi
berikut klasifikasinya. Pembagian ini berdasarkan data monografi tahun 2017
kelurahan Gayungan?:

Tabel 1

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

No Usia Jumlah Jenis

1. 00 - 03 tahun 345

2. 04 - 06 tahun 677

3. 07 — 12 tahun 269 Kelompok Pendidikan
4. 13 -15tahun 288

5. 16 — 18 tahun 2901

2 Dokumen data monografi dan data normatif kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan, bag.
Administrasi kependudukan.
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6 19 — keatas 256

1. 10 - 14 tahun -

8 15 - 19 tahun -

9 20— 26 tahun 1.185 _
10. 27 - 40 tahun 4.384 Kelompok Tenegakena
11. 41 - 56 tahun 3.376
12. 57 — keatas 195

Tabel 2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Penduduk
Kelurahan Jumlah KK
L P L+P
Gayungan 3.735 5.624 5.745 11.369

3. Kondis Kehidupan Beragama
Dari segi keagamaan, mayoritas warga kelurahan Gayungan didominasi
oleh penganut agama Islam. Kemudian di urutan terbanyak ialah penganut
agama Kristen, selebihnya adalah penganut agama Katholik, Hindu, Budha
dan penganut kepercayaan. Sehingga tidak heran jika kedua penganut agama
ini memiliki sarana peribadatan di kelurahan Gayungan sedangkan penganut
agama lainnya belum memiliki prasarana rumah ibadah di kelurahan

Gayungan. Meskipun untuk umat Kristen hanya memiliki 1 gergja.®

3 Dokumen data monografi dan data normatif kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan, bag.
Administrasi kependudukan.
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Tabel 3

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

No Agama Jumlah Pemeluk
1. |Idam 7.885

2. | Kristen 2416

3. | Katholik 647

4. Hindu 147

5. | Budha 130

6. | Penganut Kepercayaan 145

Tabel 4

Jumlah Prasarana Peribadatan

No Tempat Ibadah Jumlah
1. | Masjid 11

2. | Mushola 6

3. | GergaKristen

4. | GergaKatholik -

5. | Vihara -

6. | Pura -

4. Kondis Pendidikan
Masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan tonggak
penggerak kemajuan maupun kesgahteraan suatu wilayah. SDM yang
berkualitas dapat ditempuh melalui pendidikan. Sebaran tingkat pendidikan
penduduk, rata-rata penduduk kelurahan Gayungan adalah penduduk tamatan
SD/ sedergjat, SLTA/ sedergat dan Sarjana (S1 — S3). Namun lambat laun

jumlah lulusan sarjana meningkat. Dari segi prasarana pendidikan, di
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kelurahan Gayungan telah tersedia di sarana pendidikan formal tingkat taman
kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan SMP/ SLTP. Selain itu juga
terdapat 1 pondok pesantren, 1 sekolah luar biasa dan 3 lembaga khursus

sebagai sarana pendidikan non formal .

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Formal Penduduk

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Taman Kanak-kanak 214
2. | Sekolah Dasar 268
3. | SMP/SLTP 146
4. | SMU/ SLTA 328
5. | Akademi (D1 - D3) 112
6. | Sarjana(S1- S3) 268
Tabel 6
Tingkat Pendidkan Non Formal

No Pendidikan Jumlah
1. | Pondok Pesantren -
2. | Madrasah -
3. | Pendidikan Keagamaan -
4. | Sekolah Luar Biasa -
5. | Kursus Keterampilan -

4 Dokumen data monografi dan data normatif kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan, bag.
Administrasi kependudukan.
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Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Penduduk

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Kelompok Bermain -

2. | Taman Kanak-kanak 5

3. | Sekolah Dasar 5

4. | SMP/ SLTP 1

5. | SMU/ SLTA -

6. | Institute/ Perguruan Tinggi/ Universitas -

Tabel 8
Jumlah Lembaga Pendidkan Non Formal

No Pendidikan Jumlah
1. | Pondok Pesantren 1
2. | Sekolah Luar Biasa 1
3. | Bala Latihan Kerja -
4. | Kursus 3

5. Kondis Ekonomi
Keadaan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari mata
pencaharian atau pekerjaan penduduknya. Hal ini dikarenakan tingginya
tingkat sosia pekerjaan dianggap sebagal tolak ukur tingkat kesegahteraan
penduduk dalam suatu wilayah. Untuk kelurahan Gayungan sendiri mayoritas
masyarkatnya berprofesi sebaga karyawan. Karyawan disini mencakup

pegawai negeri sipil, TNI, POLRI dan swasta. Selain itu jumlah pelgar yang
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banyak mengindikasikan bahwa warga telah memiliki pola pemikiran yang

maju. Berikut mata pencaharian penduduk kelurahan Gayungan®:

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah
1. | Karyawan 3.363
2. | Pensiunan 82
3. | Wiraswasta 354
4. | Tani/ Ternak -
5. | Pelgar/ Mahasiswa 417
6. | Buruh Tani 4
7. | Dagang 453
8. | Nelayan -

9. | Ibu Rumah Tangga 2951

10. | Belum Bekerja 26

B. Gambaran Umum Sinode GKI

1. Segarah Singkat GKI Jawa Timur

Ada banyak pendapat, khususnya bagi umat Kristiani di kalangan

Jemaat Gergja Kristen Indonesia Jawa Timur, bahwa peristiwa pertobatan

pemuda Petrus Oei Soei Tiong dipandang sebagai tonggak penting dalam

sgjarah GKI Jatim. Sosok pemuda tersebut juga disebut-sebut sebagai “cikal

5 Dokumen data monografi dan data normatif kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan, bag.

Adminitrasi kependudukan.
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bakal” dari GKI Jatim, walaupun dia bukanlah orang Tionghoa pertama yang
menjadi Kristen.

Sesungguhnya, sudah jauh sebelumnya Tuhan Yesus dengan tekun
berulang kali singgah dan berdiri di depan pintu sambil mengetuk (Wahyu
3:20)"® Roh Kudus senantiasa berembus mempersiapkan waktu yang tepat
bagi penyemaian, penumbuhan, penyebaran serta pengembangan firman
Tuhan di wilayah Jawa Timur, (khususnya untuk orang-orang Tionghoa).

Tokoh Oei soel Tiong tidaklah sendirian, karena jauh beberapa tahun
sebelumnya sgarah menceritakan pada tahun 1826, Medhurst’ telah
memberitakan Injil di Surabaya, dalam rangka perjaanan penginjilannya.
Meskipun masa perjalanannya itu dipandang terlalu pendek untuk dapat
menghasilkan buah yang nyata, namun tidak mustahil, kalau karya
penginjilannya menghasilkan jiwa-jiwa baru khususnya di kalangan orang-
orang Tionghoa®

5 tahun kemudian, 1837, Mary Aldersey, sosok penginjil wanita dari
Inggris yang melakukan penginjilan di Surabaya dan tinggal di rumah Bapak
Emde®, mengumpulkan orang-orang Tionghoa yang telah menerima Injil.
Sehingga pada waktu itu sudah terbentuk sekelompok orang Kristen

Tionghoa di kota Surabaya.

6 Daniel Sihombing, “Tuhan Mengetuk Pintu”, dikutip dari http://danielnugroho.conv diakses
padatanggal 11 Agustus2017.

7 Pengijil Inggris, khusus kalangan Tionghoa di jatim (termasuk juga Mary Aldersey, 1837) ,A.de
Jong hasil studi dan penelitian,

8 Rudi Yantono, 77 Tahun GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, (Surabaya: Panitia HUT KE-77 GKI
JATIM, 2011), 6.

9 Salah satu penginjil di kalangan gerejajawadi Jatim
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47 tahun kemudian tepatnya tahun 1884, sebagaimana tercatat dalam
“Riwayat Gerga Gereformeerd Surabaya”, tertulis pada waktu itu ada 75
orang telah melakukan kebaktian di tiga tempat, dengan menggunakan bahasa
Belanda, Melayu dan Jawa. Pengunjung kebaktian kebaktian itu terdiri dari
orang Belanda, Jawa dan Tionghoa. Baru 10 tahun kemudian, pada tahun
1894 terjadilah peristiwa Allah memperkenalkan InjilNya kepada Pemuda
Oei Soei Tiong di Sidoarjo.°

Sgjarah juga mencatat, di Bondowoso, pengenalan Injil di lingkungan
orang Madura dan Tionghoa, telah dilakukan oleh “Panitia Jawa’ mulai tahun
1880 dan salah satu sendelingnya adalah H. van der Spiegel, yang memulai
penginjilannya dengan membuka sekolah di kawasan tempat tinggal orang-
orang Tionghoa. Setelah mendirikan gedung Gereja, rumah pendeta, Sekolah
dan rumah sakit sederhana di tengah kota, maka kegiatan penginjilannya di
pindahkan. Salah satu murid dari sekolah tersebut adalah Tjan Kian Pa
(Tjanda Kian Pangestu).!!

Sekitar tahun 1891, Sendeling J. Kreemer mulai menjalankan pekabaran
Injil di lingkungan orang-orang Tionghoa di Kendal Payak serta wilayah
Malang dan sekitarnya'?. Disebutkan pada tahun 1897, ada 125 orang-orang
Tionghoa yang telah dibaptis dan menjadi anggota jemaat Kendal-Payak.*?

Peranan orang Tionghoa jemaat Kendal Payak, yang banyak tinggal di

10 Rudi Y antono, 77 Tahun GKI Snode Wilayah Jawa Timur, (Surabaya: PanitiaHUT KE-77 GKI
JATIM, 2011),102.

1 Rudi Yantono, 77 Tahun GKI Snode Wilayah Jawa Timur, (Surabaya: PanitiaHUT KE-77 GKI
JATIM, 2011),11.

12 CW Nortier, Tumbuh dewasa.

13 Desa kecil 7 km selatan Malang.
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Malang, sangat penting dalam sgarah Gerga di Jawa Timur. Hal ini dapat
dilihat dari latar belakang kenyataan, mengapa Oei Soei Tiong dan kawan-
kawannya dari Sidoarjo meminta pelayanan baptisannya di Kendal Payak.
Betapa mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh antara Sidoarjo
ke Kendal Payak (sekitar 60 Km), karena boleh jadi, mereka telah mendengar
bahwa di jemaat itu telah terkumpul banyak orang-orang Kristen asal
Tionghoa.

Dadam 3 dasa warsa pertama abad 20, persebaran Jemaat Kristiani
terjadi di kawasan Jawa timur, antara lain di kota-kota Sidoarjo, Surabaya,
Bangil, Maang, Mojosari-Mojokerto, Bondowoso dan beberapa tempat
lainnya. Hanya sagja, saat itu masing-masing tumbuh secara sendiri-sendiri,
tanpa suatu koordinasi tertentu.

LAHIRNYA “GEREJA” THKTKH (26 Juni 1932)

Awa tahun 1930, seorang pendeta Oost Java Zending dari
Gereformeerd Kerken in Hersteld Verband (Belanda) bernama Ds H.A.C
Hildering diutus ke Jawa Timur, untuk melayani orang-orang Kristen
Tionghoa.'* Sebelumnya beliau mempersiapkan diri beberapa waktu lamanya
tinggal di Amoy, Tiongkok. Baru pada awal tahun 1932, Ds H.A.C Hildering
datang ke Surabaya. Masa pelayanannya tercatat selama 20 tahun lebih, yang
merupakan masa terkuaknya “suatu babakan baru” bagi kelahiran Gergja di

Jawa Timur.

14 B. A. Abed Nego, 50 Tahun GKI Jawa Timur, (Surabaya: Panitia HUT KE-50 GKI JATIM,
1984), 12.
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Dari laporan berkaanya kepada lembaga yang mengutusnya, Ds H.A.C
Hildering, menulis bahwa, diluar Surabaya ditemukan 4 kelompok orang
Kristen Tionghoa. Keempat kelompok itu terdapat di Bangil, Mojokerto,
Mojosari dan Malang. Mereka membentuk satu “ikatan”(Bond), Kristen
Tionghoa yang dikena dengan nama Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee
(THKTKH),bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adadah “Gerga
Kristen Tionghoa”, yang mana sebutan nama itu, adalah sama dengan “The
Church of Christ” di Tiongkok. Ketua Bond (ikatan) adalah bapak Petrus Oei
Soel Tiong, dan penulis adalah bapak G.I Mattheus Jr dan penginjil dari
kelompok Malang.

Pengambilan nama THKTKH tersebut hanya mengadops dari
Tiongkok, tanpa menghayati makna “geregjawi’nya. Karena selama ini makna
ikatan tersebut masih terbatas hanya pada forum persidangan yang disebut
“Konperensi Kristen Tionghoa”. Ds H.A.C Hildering memberikan penjelasan
tentang makna gergjawi yang terkandung dalam sebutan Tiong Hwa Kie Tok
Kauw Hwee. Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka pada
perkembangan selanjutnya, mereka mengadakan perubahan  untuk
meningkatkan statusnya menjadi ikatan yang benar-benar gerejawi.

Perubahan nama nampak dalam keputusan Konperens Kristen

Tionghoa pada tanggal 26 Juni 1932, yang memutuskan mengubah nama
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“perkumpulan” menjadi “Gerga’. Gerga yang baru tersebut terdiri dari
kelompok Bangil, Mojokerto, Mojosari dan Malang.*®

Untuk merealisaskan keputusan diatas, maka pada 31 Juli 1932, di
Gerga Kristen Jawa Timur, Talun Maang, Ds H.A.C Hildering meneguhkan
empat tua-tua: dua dari Malang atas nama Herbert G. Low dan Ny Elizabeth
Tjikra dan dua dari Mojosari, masing-masing Lie Liong Biauw dan Sie Ing
Swie, waktu itu untuk Bangil belum ada yang dapat diangkat menjadi Tua-
tua.

Peristiwa Talun, 31 Juli 1932, dilanjutkan dengan rapat Majelis yang
pertama. Dalam rapat tersebut diputuskan dan ditetapkan susunan
kemajelisan sebagai berikut, Penasihat adalah Ds H.A.C Hildering dan DS
J.Pik, Ketua adalah Guru Injil Oei Soei Tiong, Penulis adalah Gl Mattheus Jr,
dan bendahara adalah Tua-tua dari Mojosari.

Ds H.A.C Hildering, di salah satu konperensi sendeling di Jawa Timur
pada bulan Me 1933 mengusulkan agar G.l. Oe Soei Tiong ditahbiskan
menjadi Pendeta, sebagai penghargaan atas jerih payahnya selama ini serta
pertimbangan kemampuan pelayanannya. Mengingat usianya yang sudah
mencapai 50 tahun, sehingga tidak mungkin baginya mengenyam pendidikan
Theologia secara formal. Usulan tersebut mendapat persetujuan dari peserta
konperensi. Satu tahun kemudian, tanggal 30 Juli 1933, G.I. Oei Soel Tiong

ditahbiskan dalam jabatan pendeta bertempat di Geredja Kristen Djawi

15 Pranata Gunawan, BENIH YANG TUMBUH, (Surabaya: Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa
Timur,1989), 19.
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Wetan, (GKDW) Malang, disaksikan oleh segenap anggota jemaat dan para
Pendeta setempat.

Perkembangan selanjutnya, pada Agustus 1933 Sdr. Khoe Soen Thay
diteguhkan sebagai tua-tua di Jatiroto. Menyusul pada November 1933, Sdr.
Y. Ong Thwan Hok diteguhkan sebagai Guru Injil. Peneguhannya terjadi atas
usulan Pdt. Oei Soel Tiong dalam rapat Mgelis tanggal 21 September 1933
yang disepakati oleh kelompok Jatiroto, Bondowoso dan konperensi
Sendeling Jawa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, maka sdr
Tjan Kian Pa (Tjanda Kian Pangestu), ditetapkan sebagai Voorganger
(Penganjur / Penghulu), meskipun tanpa peneguhan resmi.

Perjalanan Gerga menjelang akhir 1933, kembali ditandai peristiwa
penting, yaitu pada September, dalam suatu rapat Maelis Gerga telah
diputuskannya, bahwa ke empat kelompok Jemaah Kristen Tionghoa yang
merupakan yang “satu Geregja” dan “satu Majelis”, diubah menjadi tiga gergja
setempat yang dipersatukan selaku Klasis, atau “Majelis Gerga Besar”.
Adapun ketiga gergja setempat itu masing-masing adalah Malang, Bangil
(termasuk Surabaya, Mojokerto, Mojosari, Probolinggo, Krasakan) dan
Jatiroto (sampai daerah Besuki). Alasan pembagian tersebut adalah, di Bangil
ada Pdt Oei Soei Tiong, di Malang ada G.l. Mattheus Jr, dan di Jatiroto ada
G.I Ong Thwan Hok. Diharapkan pada awa tahun 1934, Mge€lis Gerga

Besar itu sudah bisa bersidang untuk pertama kalinya.®

16 Rudi Y antono, 77 Tahun GKI Snode Wilayah Jawa Timur, (Surabaya: PanitiaHUT KE-77 GKI
JATIM, 2011), 79.



42

PERTEMUAN 22 Februari 1934

Dua umat Kristiani, yaitu Ds. H.A.C Hildering dan Pdt. Oel Soei Tiong,
melalui setiagp kesempatan yang ada selalu mengungkapkan, betapa
pentingnya hubungan kesatuan Gerga-geregja Tionghoa di Jawa Timur.
Karena ha itu sangat diperlukan sebagai bentuk ikatan gergjawi, juga
berfungs sebagai wadah untuk membahas serta menanggulangi segenap
persoalan secara bersama-sama.

Guna mempersiapkan pertemuan 22 Februari 1934, secara senggja Ds
H.A.C Hildering sendiri menyempatkan pergi ke Jakarta, untuk bertemu
dengan pengurus Gergja Protestan dan memberikan penjelasan secara resmi
perihal betapa pentingnya arti pertemuan yang akan diselenggarakan pada 22
Februari 1934 tersebut. Bahkan secara khusus, dadam Konperensi para
Sendeling yang bekerja di Jawa Timur, pada tanggal 10 sampai 17 Februari
1934, Ds H.A.C Hildering, menyampaikan penjelasan perihal perkembangan
pelayanannya di lingkup jemaat jemaat Jawa Timur, Khususnya rencana
pertemuan 22 Februari tersebut.

Pertemuan tanggal 22 Februari 1934 dicanangkan secara khusus, karena
pertemuan ini memliliki keistimewaan tersendiri. Pertemuan 22 Februari
1934 akan mencakup lingkup geogarfis lebih luas, yakni meliputi hampir
segenap kawasan Jawa Timur.l” Disamping itu, bila pertemuan 31 Juli 1932
lebih didekati dari sudut pandang “Gerga Regionalis” maka, pertemuan 22

Februari 1934 memberikan cerminan “ Gergja Universalis”.

7 Pranata Gunawan, BENIH YANG TUMBUH, (Surabaya: Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa
Timur,1989), 25.



Apa yang dicetuskan dan kemudian diputuskan pada 22 Februari 1934
itu lau dituangkan dalam “Soerat Antjasan” yang ditulis dalam e€aan
Indonesia “kuno” yang meliputi 2 aspek.

a. Aspek Motivasi, yang mempunyai makna :

Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee, Yangmenjadi perhimpunan
bangsa Tiong Hwa Kristen Jawa Timur, dan berasaskan Gerga
Protestan Harus mempunyai gergja sendiri serta mempunyai
persekutuan dalam satu haluan (tujuan) yang saling membantu satu
sama lain, yang kuat membantu yang lemah, karena hal itu merupakan
kekristenan sgjati, serta guna meneguhkan hidup kerohanian.

b. Aspek Idealisme, mempunyai makna :

Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee harus mampu mandiri, bak
dibidang daya maupun dana. Hal tersebut tidak perlu lagi bantuan dari
pihak lain, lbarat seorang anak yang mulai mandiri, hamun tetap tidak
melupakan Jasa Orang tua, khususnya guna untuk meminta nasihat,
pengarahan demi kebalkan dan pengembangan. (Y ang diartikan “orang
tua” disini adalah Badan Pekabaran Injil Belanda).

Maka pada Tanggal 22 Februari 1934 tersebut diputuskan secara resmi
berdirinya “THKTKH Klasis Jawa Timur” dengan Mgelis besar atau Tay
Hwee dari ketujuh Gerga setempat, Yaitu : Bangil, Probolinggo, Mojokerto,
Mojosari, Malang, Bondowoso, dan Jatiroto.8

Pengurus Hariannya terdiri dari:

18 Pranata Gunawan, BENIH YANG TUMBUH, (Surabaya: Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa
Timur,1989), 28.



Penasihat : Ds. H.A.C Hildering & J.Pik

Ketua : Pdt. Oel Soei Tiong

Sekretaris : Sdr. Liem Liang Kiem

Bendahara: Sdr. Lie Jeng Kiet

Majelis Besar (Tay Hwee) ini, bersidang setahun sekali, dengan agenda
membahas laporan tahunan dan memilih Pengurus Baru. Dari sinilah dapat
dismpulkan bahwa, besar kemungkinannya, bahwa Oei Soei Tiong, memang
bukanlah orang Tionghoa Kristen yang pertama, Namun dari fakta historis
terbukti bahwa tokoh Oei Soei Tiong, merupakan “Cikal Bakal” keberadaan
GKI Jawa Timur.

Peristiwa 22 Februari 1934, setidaknya telah mendorong keinginan
Jemaat Tionghoa (Totok) di Surabaya dan Maang untuk bergabung dengan
THKTKH Khoe Hwee Jatim. Penggabungan Jemaat tersebut disahkan pada
persidangan Gergawi ke-2 tanggal 9 Agustus 1934 di Bangil. Hasrat jemaat-
jemaat lain untuk bergabung dengan THKTKH Khoe Hwee Jatim semakin
meluas seperti Blitar, Lumajang, bahkan hingga Sumenep dan Pamekasan.
Perkembangan antara 1937 sampai 1939
Wilayah K emaatan meliputi :

Wilayah Bangil (termasuk Besuki, Jatiroto, Krasakan, Lumajang,
Porong, Krian, Gudo, Babad, Madiun, Ponorogo, Ngawi dan Sarangan.),
wilayah Bondowoso, Malang, Mojokerto, Mojosari, Surabaya (Sambongan),

termasuk yang berbahasa Kanton dan wilayah Surabaya (Johar) sedangkan
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wilayah Blitar , perkembangan Iebih lanjut makin menjurus ke aliran Gergja
Baptis, sehinggatidak lagi bergabung dengan THKTKH Khoe Hwee Jatim.
Perkembangan tahun 1949 sampai 1954

Dampak penyerahan kedaulatan Dari pemerintah Hindia Belanda
kepada Pemerintah RI berpengaruh pada perkembangan Gerga Tuhan,
demikian halnya dengan THKTKH Khoe Hwee Jatim. Berdasarkan kesadaran
sosia Budaya anggotanya sebaga Warga Negara RI, Jemaat THKTKH Khoe
Hwee Jatim yang berbahasa Indonesia atau Melayu (peranakan) lebih merasa
dibangkitkan rasa ke”Nasionalan’nya, sehingga ada kecenderungan ingin
memisahkan diri dari kalangan totok, yang masih tebal rasa ke’ Tionghoaan”-
nya
Perkembangan tahun 1954

Pada Akhirnya, tahun 1954, secara de Facto, terjadilah pemisahan di
antara keduanya, yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu THKTKH Khoe
Hwee Jatim “seksi” bahasa Indonesia dan THKTKH (sekarang GKI) Khoe
Hwee seksi Bahasa Tionghoa.
Tanggal 17 April 1956

Kenyataan adanya “dua Gergja” yang masing-masing telah berdiri
sendiri berlangsung sekitar dua tahun. Keterpisahan dua gergja tersebut lalu
dikukuhkan secara “de Jure” pada tanggal 17 April 1956. Keputusan formal
gergawi tersebut terjadi pada rapat terakhir THKTKH Khoe Hwee Jatim
Surabaya. Ketika terjadi pemisahan tersebut anggota Jemaat THKTKH Khoe

Hwee yang berbahasa Indonesia berjumlah sekitar 2000 Umat, yang tersebar
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di kota-kota Surabaya, Malang, Mojokerto, Madiun dan Bondowoso. Pada
tahun 1958, THKTKH Khoe Hwee Jatim berbahasa Indonesia, mengganti
namamenjadi “GKI Jawa Timur”.
PENETAPAN HUT GKI JAWA TIMUR

Pada akhirnya, Persidangan Sinode GKI Jatim XXXVII tahun 1983
telah memutuskan, menetapkan Hari Jadi GKI Jatim jatuh pada tangga 22
Pebruari 1934 (Akta Persidangan Terbuka Sinode GKI Jatim XXXV, pasa
66 ayat 2).1°

2. Sgarah GKI Gayungsari Surabaya

Sekitar tahun 1977 beberapa orang jemaat GKI Diponegoro yang
bertempat tinggal di Gayungsari berinisiatif mengadakan Persekutuan Doa
keluarga di wilayah Gayungsari. Persekutuan Doa ini dihadiri oleh sekitar 5
sampai 10 orang. Dari Persekutuan kecil ini tercetuslah gagasan untuk
mengadakan kebaktian Sekolah Minggu yang kemudian menjadi cabang dari
Komiss Anak GKI Diponegoro. Kebaktian Sekolah Minggu ini
diselenggarakan di rumah salah seorang jemaat yaitu keluarga Handaya di Jin
Gayungsari IV. Karena berbagai keterbatasan, pel aksanaan kebaktian Sekolah
Minggu ini sempat berpindah-pindah tempat, antara lain ke rumah keluarga
Hendratna di Jin. Gayungsari IV No. 76, ke rumah keluarga dr. Lukas di Jin.
Gayungsari Barat dan ke rumah keluarga Subagio di Jin. Gayungsari Barat.

Dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat GKI Diponegoro yang

bermukim di daerah sekitar Kompleks Perumahan Gayungsari maka Magjelis

19 Rudi Y antono, 77 Tahun GKI Snode Wilayah Jawa Timur, (Surabaya, PanitiaHUT KE-77 GKI
JATIM, 2011), 9.
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Jemaat GKI Diponegoro memandang perlu membuka jam kebaktian baru di
wilayah Gayungsari. Pada tahun 1982 dibentuklah GKI Diponegoro Cabang
Gayungsari, dan kebaktian umum yang pertama diadakan di rumah salah
seorang jemaat dari keluarga Imam Sidharta yang bersedia meminjamkan
rumahnya di JI. Gayungsari Barat |1l No.76. Jumlah jemaat yang hadir dalam
setiap kali kebaktian pada saat itu sekitar 30-50 orang.

Semakin hari jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian semakin
bertambah, sehingga dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk bisa
menampung kebutuhan jemaat. Melihat hal itu Maelis Jemaat GKI
Diponegoro melakukan pendekatan kepada Pengurus Yayasan Panti Asuhan
Kristen Lydia (YPAK Lydia) agar bisa meminjam ruangan untuk digunakan
sebagal tempat kebaktian. Dengan tulus hati Pengurus YPAK Lydia
menyambut permintaan Majelis Jemaat GKI Diponegoro dan mengulurkan
bantuan dengan meminjamkan aula YPAK Lydia di Jin. Gayungsari V
No.17-21 Surabaya untuk digunakan sebagal tempat kebaktian dan tempat
kegiatan jemaat. Pada tanggal 13 Nopember 1983 diadakanlah kebaktian
umum pertama GKI Diponegoro Cabang Gayungsari di aula YPAK Lydia
Dengan beralihnya tempat kebaktian umum maka kebaktian Sekolah Minggu
juga dipindahkan ke Jin. Gayungsari Barat 111 No. 76.

Kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri pun mulai muncul,
dan kerinduan ini diwujudkan dengan pembelian 2 bidang tanah pada tahun
1989 di Jn. Gayungsari Barat No. 64-66 yang diharapkan dapat dibangunnya

gedung gergja. Sekitar tahun 1991 rumah di Jn. Gayungsari Barat 111 No. 76



dikembalikan kepada pemiliknya, dan sgak saat itu GKI Diponegoro Cabang
Gayungsari mulai menyewa rumah di Jin. Gayungsari Barat 111 No. 54 yang
digunakan untuk kebaktian Sekolah Minggu serta untuk kegiatan Persekutuan
Doapagi.

Sementara itu Panitia Cabang Gayungsari mulai mengupayakan
berdirinya gedung gergla di lahan yang telah dimiliki, dan pada tahun 1995
segala perijinan untuk mendirikan gergja®® pembangunanpun dilakukan.
Daam perjalanan ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dalam upaya
membangun gedung gerga tersebut. Namun demikian, sekalipun proses
pembangunan gedung gerga masih terkendala, hal ini tidak meyurutkan
langkah jemaat untuk tetap menjalankan kehidupan sebagal sebuah gerga
dan terus berkembang menjawab tantangan jaman. Sebuah kondis yang patut
disyukuri dan tentunya hanya oleh pemeliharaan Tuhan sgaah semua ini
dimungkinkan terjadi.

Jumlah jemaat terus meningkat seiring dengan berbagai kegiatan
pelayanan yan juga terus bertambah. Semua itu tentu memerlukan sarana dan
sumber daya manusia yang lebih lengkap. Oleh karena itu pada tahun 2005
Panitia Cabang saat itu memutuskan untuk membeli rumah di Jin. Gayungsari
Barat 111 No.54 yang selanjutnya direnovasi dan digunakan sebagai kantor
Bakal Jemaat Gayungsari, dan dalam tahun itu juga seorang karyawan

administrasi direkrut untuk melengkapi keberadaan Panitia Cabang Bakal

Jemaat Gayungsari.

20 B, Cahyono Sugeng, Kebaktian dan Pelembagaan, (Surabaya: Panitia Liturgi, 2011), 26.
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Upaya untuk bisa mendirikan gedung gergja mash terus dilakukan,
tetapi masih sga banyak halangan yang harus dihadapi. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah mencari aternatif tempat lain untuk keberadaan
gedung gergja. Pada tahun 2010 diputuskan untuk membeli rumah di Jin.
Gayungsari Barat 111 No. 52 untuk melengkapi sarana pelayanan bagi anggota
Bakal Jemaat Gayungsari.

Selain merindukan tempat ibadah sendiri jemaat Gayungsari juga telah
lama ingin menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Pada awa tahun 2010
segala persyaratan untuk mendewasakan diri mulai dipersiapkan. Berdasarkan
permohonan dari Majelis Jemaat GKI Diponegoro untuk melembagakan
Baka Jemaat Gayungsari menjadi GKI Gayungsari maka pada tangga 25
Oktober 2010 Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI melakukan visitas
ke GKI Diponegoro untuk melihat kemungkinan pelembagaan ini. Dari hasil
visitas tersebut BPMS GKI dengan surat tertanggal 17 Maret 2011
menyatakan bahwa Baka Jemaat Gayungsari bisa dilembagakan menjadi
GKI Gayungsari.

Pohon kecil itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang rindang
dan siap menaungi mereka yang berteduh dibawahnya. Panas terik, hujan
bada menjadi proses pembentukan dan pertumbuhan cabang dan ranting-
ranting pohon Gayungsari. Kita patut bersyukur karena perjalanan panjang
yang mewarnai proses pertumbuhan jemaat GKI Gayungsari, dan begitu
banyak tangan Tuhan libatkan dalam seluruh proses pertumbuhannya, sgak

dari menabur benih, menyiram, memupuk dan merawatnya agar siap menjadi
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pohon yang menghasilkan karya nyata Sang Pemilik Sgjatinya yaitu Tuhan
Y esus Kristus. Dibalik semua itu kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang
berkenan menumbuhkan tunas kecil itu menjadi pohon dewasa kini. Banyak
dari tangan itu telah menjadi keriput dan lemah, bahkan banyak diantaranya
yang telah tiada, tetapi kita semua percaya dan berharap akan banyak tangan
lain yang lebih muda dan lebih kuat yang akan memelihara pertumbuhan
pohon agar dia bisa menjadi berkat bagi sekitarnya yang membutuhkan.

Segal a kemuliaan kiranya hanya Allah semata. Soli Deo Gloria.?*

21 B. Cahyono Sugeng, Kebaktian dan Pelembagaan, (Surabaya: Panitia Liturgi, 2011), 27.



BAB IV TEMUAN

LAPANGAN

A. Dinamika Konflik Pembangunan Tempat |badah GKI Gayungsari
Surabaya
1. Temuan |: Kebutuhan Pembangunan Gerga Karena kebutuhan
Peningkatan Jumlah Jemaat Gergja

Pendirian rumah ibadah tentu mewakili kepentingan dan kebutuhan
umat agama yang bersangkutan, termasuk diantaranya bagi umat
Kristiani. Seperti halnya pembangunan Gergja Kristen Indonesia (GKl)
Gayungsari, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya,
tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah Jemaat GKI Diponegoro
yang terjadi pada tahun 1980-an.*

Bertambahnya jumlah anggota jemaat GKI Diponegoro yang
bermukim di daerah sekitar Kompleks Perumahan Gayungsari, maka
Maelis Jemaat GKI Diponegoro memandang perlu membuka jam
kebaktian baru di wilayah Gayungsari. Pada tahun 1982 dibentuklah GKI
Diponegoro Cabang Gayungsari, dan kebaktian umum yang pertama
diadakan di rumah salah seorang jemaat dari keluarga Imam Sidharta
yang bersedia meminjamkan rumahnya di JI. Gayungsari Barat |11 No.76.
Jumlah jemaat yang hadir dalam setiap kali kebaktian pada saat itu sekitar

30-50 orang.

'Boy, Freddy, Tjatur, Wawancara, Surabaya, 18 April 2018.
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Semakin hari jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian semakin
bertambah, sehingga dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk bisa
menampung kebutuhan jemaat. Kemudian Magelis Jemaat GKI
Diponegoro meminta bantuan kepada Pengurus Yayasan Panti Asuhan
Kristen Lydia (YPAK Lydia) yang berada di Jin. Gayungsari V No0.17-21
Surabaya agar meminjamkan aula untuk digunakan sebagal tempat
kebaktian dan tempat kegiatan jemaat. Permintaan tersebut disambut baik
oleh YPAK Lydia, kemudian pada tanggal 13 Nopember 1983
diadakanlah kebaktian umum pertama GKI Diponegoro Cabang
Gayungsari di aulaYPAK Lydia.

Setelah beberapa tahun melakukan ibadah dengan menyewa tempat
di beberapa |lokasi, para jemaat mempunyai keinginan untuk memiliki
tempat sendiri. Keinginan tersebut diwujudkan dengan pembelian 22
bidang tanah pada tahun 1989 di Jin. Gayungsari Barat No. 64-66 yang
diharapkan dapat dibangunnya gedung gergja. Tanah yang akan dibangun
gerga GKI1 Gayungsari seluas 720 m2 atas nama Widardo, selaku panitia
pembangunan gerga. Bagi GKI Diponegoro, Kompleks Perumahan
Gayungsari adalah area strategis. Karena banyak jemaat yang bertempat
tinggal di area tersebut. Sementara itu Panitia Cabang Gayungsari mulai

mengupayakan berdirinya gedung gereja di lahan yang telah dimiliki.

2 Awalnya hanya membeli sebidang tanah, namun atas saran dari Pemerintah Kota untuk membeli
2 kapling sekaligus jika ingin mendirikan gergja, Cuk Sriyoo, Wawancara, Mojokerto, 24 Mei

2018.
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2. Temuan I1: Regulasi

Penetapan Gayungsari sebagai cabang dari GKI Diponegoro telah
ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2011. Upaya pengajuan ijin mendirikan
rumah ibadat telah dilakukan sgak tahun 1994, tepatnya melalui Surat
Permohonan Pendirian Rumah Ibadah No 052/PP/V111/94 tertanggal 30
Agustus 1994. Setahun kemudian, yakni pada tanggal 22 Februari 1995
ijin diberikan oleh Walikota Surabaya No 451/0217/402.8.02/95 yang
berlokasi di J. Gayungsari Barat 64-66, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan
Suarabaya.

Setelah ijin diterima, baru pada 19 Juli 1995 pembangungan GKI
Gayungsari dimulai®. Dilaksanakan peletakkan batu pertama yang dihadiri
oleh jemaat gergja GKI1 G

ayungsari, panitia pembangunan gergja dan Pendeta GKI
Diponegoro. Pembangunan segera dihentikan karena munculnya reaksi
penolakan oleh warga sekitar meskipun telah memiliki ijin dari Walikota
Surabaya. Penolakan warga mencuat kembali setelah ada upaya dari
Jemaat Gerga untuk melanjutkan pembangunan GKI Gayungsari.
Terlebih lagi ketika Walikota Soenarto sudah tidak menjabat lagi.*

3. Temuan I1l: Alasan Penolakan Warga

Terdapat bebergpa alasan penolakan warga atas berdirinya GKI

Gayungsari. Menurut Maftuh, seorang tokoh NU Gayungan, warga

menolak didirikannya gerga di Gayungsari karena (1) jumlah populasi

3 B. Cahyono Sugeng, Kebaktian dan Pelembagaan, (Surabaya: Panitia Liturgi, 2011), 26.
4 Slamet, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2018.



orang kristen di daerah tersebut sedikit; (2) dibangun deket Magjid, Al
Hikmah; (3) menganggap bahwa satu gerga yang sudah ada di daerah
tersebut sudah cukup bagi umat kristiani yang ada’.

Selain pendapat di atas, menurut Pendeta Slamet, gaganya
pembangunan GKI Gayungan dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh
pihak gerga kepada masyarakat sekitar, seperti yang beliau utarakan
dalam wawancara:

Sosialisas atau pendekatan kepada masyarakat kurang sekali, dan yang
mengetahui  proses pembangunan gergja tersebut hanya orang-orang
tertentu. ... Jadi kasus tersebut mencuatnya ketika masa lengsernya
Walikota Soenarto®, sehingga urusan pembangunan GKI Gayungsari
tidak menjadi urusannya beliau lagi. ... Pihak kristen eksis menuntut
kepada walikota, sedangkan sosidisasi kepada warganya diakhir-akhir
ketika proses surat izin turun. Terimbas ketika pergantian jabatan
walikota juga. Terus face to face dengan masyarakat, sigpa sgja warga
sekitar tempat yang akan dibangun gereja, bagaiamana keadaan
masyarakat, yaitu pendekatan secara kultural belum dilakukan
semaksi mal mungkin namun sudah terjadi caos’.

Pembicaraan mengenai pembangunan gereja yang tidak
tersampaikan dengan balk di awal, menjadikan warga sekitar merasa
kecolongan. Warga yang mayoritas beragama Islam tidak diberitahu
mengenal adanya rencana pembangunan gerga di wilayah pemukiman
mereka. Pada waktu itu, dalam mendirikan rumah ibadah tidak ada
ketentuan harus ada persetujuan tertulis warga sekitar seperti yang ada
dalam PBM tahun 2006, serta Ijin Mendirikan Bangunan langsung dari

Walikota. Hal ini karena pada waktu tahun 1994 masih mengacu pada

5 Maftuh, Wawancara, Surabaya, 26 Mei 2018.
6 Menjabat Walikota 20 Juni 1994-16 Januari 2002
7 Slamet, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2018.
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SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969. Dalam surat keputusan yang tertera pada

pasal 4 SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari kepala
daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk
itu.

(2) Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasa ini
memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan
(a) pendapat kepala perwakilan departemen agama setempat
(b) planologi
(c) kondis dan keadaan setempat

(3) apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya
itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan
ulama atau rohaniawan setempat.

Proses perizinan berjalan dengan lancar ketika posis Walikota
Surabaya masih dijabat oleh Soenarto Soemoprawiro. Namun masa
jabatan beliau berakhir pada tahun 2002, berpengaruh terhadap proses
perizinan pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa tahun telah
diupayakan, namun belum mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak.
Melihat proses perizinan yang belum terselesaikan, dan jumlah jemaat
terus meningkat dengan berbagai kegiatan pelayanan yang juga terus
bertambah. Akhirnya pada tahun 2005 Panitia Cabang Baka Jemaat
Gayungsari saat itu memutuskan untuk membeli rumah di Jin. Gayungsari

Barat 111 No.54 yang selanjutnya direnovasi dan digunakan sebagai kantor
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Baka Jemaat Gayungsari, dan dalam tahun itu juga seorang karyawan
administrasi direkrut untuk melengkapi keberadaan Panitia Cabang Bakal
Jemaat Gayungsari

Berdasarkan berbagal tuntutan untuk mereviss SKB 1/Ber/MDN-

MAG/1969, Pada Tahun 2005 pemerintah mengusulkan sebuah draf yang

dikonsultasikan dengan KWI, PGI, MUI, PHDI, dan WALUBI. Pada

2006, draf tersebut disahkan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 tahun 2006 tentang *“Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan K erukunan Umat Beragama”, “Pendirian Rumah Ibadah”.®

Daam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri No. 9/8 tahun 2006, pada pasal 13 menyatakan bahwa

(1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan
sungguh-sungguh  berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi
pelayanan umat beragama yang bersangkutan di  wilayah
kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah

kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud ayat (10 tidak terpenuhi,

8 Ali Fauzi, Ihsan dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta, (Jakarta: Paramadina, 2011), 33.
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pertimbangan kompoisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah
kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi®.

Menurut PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pada pasa 14
menyebutkan bahwa, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan
administratif (seperti surat keterangan kepemilikan tanah) dan persyaratan
teknis banguanan gedung (seperti persyaratan tata bangunan gedung).
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pendirian
rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, meliputit®:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat
paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai
dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasa 13
ayat (3).

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan
oleh lurah atau kepal a desa.

3. Rekomendas tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/
kota; dan

4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/ kota.

Menurut peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun

2006. Maka pihak gerga mengupayakan memenuhi persyaratannya: (1)

9 Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah”, (Jakarta
Departemen Agama, 2006), 20-21 (pasal 13).

10 Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah lbadah”, (Jakarta
Departemen Agama, 2006), 21 (pasal 14).
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jumlah jemaat gerja mencapai 100 orang!; (2) Pihak gereja memiliki
bukti dukungan warga sekitar yang berjumlah minimal 67 orang'?; (3)
rekomendasi tertulis dari Departmen Agama Kota Surabaya telah
digjukan, namun belum mendapatkan titik terang, begitupun dengan (4)
persyaratan tertulis dari pihak FKUB. Pada waktu itu kepala departemen
kota Surabaya adalah Syahroni dan kepala FKUB Kota Surabaya adalah
Imam Ghozali Said.
4. Temuan IV: Isu Pemalsuan Tanda Tangan Dukungan Pembangunan

Gerga

Dua dari empat syarat telah terpenuhi, namun menyebar isu bahwa
data tersebut palsu hasil manipulasi pihak gergja. Menurut Faisal, Takmir
Magid a-Hikmah dan penggerak aksi demonstrasi penolakan
Pembangunan GKI Gayungsari, bukti tanda tangan yang digjukan tersebut
adal ah tanda tangan karyawan dan penjaga rumah di sekitar gereja, seperti
yang beliau utarakan dalam wawancara:

Disamping gereja terdapat rumah yang sudah ganti pemilik, disana

tinggal karyawan dari pemilik gerga. Menjud vocer pulsa, pihak gerga

mendatangi mereka dengan membawa secarik kertas berukuran kecil

untuk meminta tanda tangan karyawan, pembantu rumah tangga, penjaga

rumah, alamatnya dimanipulas oleh pihak gerga. Seakan-akan orang-

orang setuju jika pembangunan gereja dilanjutkan.*®

Pernyataan Faisal diperkuat oleh kesaksian Suryadi* yang

menyatakan bahwa:

1 Lihat arsip anggota jemaat.

12 |ihat daftar pendukung pembangungan gereja.
13 Faishal, Wawancara, Surabaya, 04 Mei 2018.

14 K epala K elurahan Gayungan periode 2004-2017
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Saya mengecek sendiri, saya 12 tahun disitu, sama orang-orang disitu
saudara, apalagi disitu lingkungan orang Arab, ... Saya cek mba, saya
tanyakan kepada warga situ apakah benar di RT ini ada nama ini dengan
alamat di sini? Mereka rata-rata menjawab tidak mba. Berarti kan mereka
memalsukan data.’®

Beredarnya isu pemalsuan tanda tangan warga meningkatkan
ekskalas konflik tersebut. Warga yang menolak dengan berbagal cara
termasuk diantaranya demonstrasil® yang terjadi pada tahun 2009'7,
hataman Al Quran sehari penuh, dan penggian di rumah H. Nilam
berdekatan dengan lokas pembangunan Gergja dengan massa + 500
orang.’®  Seperti hanya demonstrasi yang membutuhkan petugas
keamanan, pada saat penggjian istigosah di rumah H Nilam juga dijaga
ketat oleh aparat dari unsur Polisi dan TNI.

Tidak hanya demo dan protes dalam sekala besar, demo yang
dilakukan warga dalam beberapa waktu juga dilakukan, menurut
kessksian dari demisioner Ketua Muslimat Kelurahan Gayungan
menyebutkan bahwa sering terjadi demo ketika proses pembangunan
gedung gereja oleh warga sekitar. Ada pula ancaman dalam bentuk verbal

maupun tertulis. Seperti kalimat; “jangan membangunkan macan tidur”,

“ini akan berdarah-darah jika dilanjutkan” dan sebagainya.

15 Suryadi, Wawancara, Jombang, 12 Mei 2018.

16 Peserta aksi demonstrasi tidak hanya dari Surabaya, namun terdapat demonstran dari Pasuruan
dan Mojokerto, lihat keterangan Cuk Sriyoo, Wawancara, Mojokerto, 24 Mei 2018.

17 Imam Gozali Said, Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2018.

18 Faishal, Wawancara, Surabaya, 04 Mei 2018.
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5. Temuan V: Upaya Medias

Panitia  pembangunan gerga masih  berusaha  untuk

memperjuangkan pembangunan gedung gergja dengan cara melakukan

pengajuan kepada DPRD Kota Surabaya untuk diadakannya mediasi.

Kemudian dari pihak DPRD pun mengabulkan permohonan tersebut,

kemudian kasus pembangunan gerga pun diserahkan kepada kecamatan

Gayungan yang dipimpin oleh Mahfud selaku Camat Gayungan. Pada

medias tersebut dihadiri oleh:

1

2.

Suryadi, Lurah Gayungan,

FKUB Surabayas Imam Ghozali Said (Ketua) dan Slamet
(Koordinator bidang pendirian rumah ibadah)

Panitia Pembangunan Gergja yang terdiri atas : Cuk Sriyono, Freddy
Adam, Tjatur Wahyu Widjgjanto

Perwakilan Tokoh Agama Islam Kelurahan Gayungan diantaranya
Faishal, Ghozin, Hidayattullah

Perwakilan dari Polda Surabaya yaitu Rahayu, Y ayuk

Perwakilan dari Polsek Rianto, dan

beberapa warga kelurahan Gayungan.

Dalam medias tersebut bisa dikatakan bahwa tidak ada jawaban

untuk solusi penyelesaian konflik. Dalam hasil wawancara penulis dengan

beberapa peserta yang mengikuti mediasi, sempat terjadi bersitegang

antara beberapa pihak bahkan ada salah satu dari tokoh agama Islam yang

mengatakan; “ini berdarah-darah jika diteruskan”. Bahkan dalam forum
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mediasi lain, pihak gerga mengatakan “kan kami tidak bangun diskotik”
kemudian ada celetukkan “lebih baik diskotik”, ada yang mengatakan
demikian. Melihat kondis demikian, kemudian mediator pun
memutuskan untuk menyelesaikan forum mediasi.

Akibat derasnya aksi penolakan warga, menjadikan aktivitas ibadah
Jemaat GKI Gayungsari dipusatkan di Yayasan Panti Asuhan Kristen
Lydia, Gayungan. Upaya mediasi yang dilakukan sampai empat kali oleh
berbaga pihak, termasuk DPRD, Pemerintah Kota, dan FKUB tidak
menemui titik temu. Hal ini menjadikan konflik pembangunan GKI

Gayungan belum terselesaikan.

B. Wewenang dan Otoritas Pemerintah Terhadap Pembangunan Gerga

Menyadari bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi yang
sangat dinamis dan kemagemukan umat beragama dapat menjadi persoalan
besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 2006
Pemerintah mendorong adanya konsensus antarumat beragama dalam
membangun kerukunan umat beragama yang lebih hakiki, sistemik dan
sistematis dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 dan  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam PBM

tersebut tertuang mengenal tugas dan kewgjiban Pemerintah Daerah,
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termasuk diantaranya Walikota, Camat, dan Lurah, serta adanya kewagjiban

pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Wilayah masing-masing.

1. Wali Kota Surabaya

Pada PBM tahun 2006 tersebut, dijelaskan bahwa Walikota

berkewajiban (1) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
termasuk memfasilitas terwujudnya kerukunan umat beragama di
kabupaten/kota; (2) mengoordinasikan kegiatan instans vertikal di
kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (3)
menumbuhkembangkan  keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; membina dan
mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyel enggaraan
pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat
dalam kehidupan beragama; (4) menerbitkan ljin Mendirikan Bangunan
(IMB) Rumah Ibadah.

2. Lurah Gayungan

Lurah merupakan pejabat kepanjangan tangan dari walikota untuk

mengelola kelurahan yang ada di wilayah kota. Sebagai pejabat
pemerintahan yang berwenang, dalam kaitannya tentang kerukunan umat
beragama, lurah memiliki kewgjiban sebagaimana di atur dalam PBM
yakni®®: (1) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di

wilayah kelurahan dan (2) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling

19 Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah”, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 18 (Pasal 7).



63

pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat
beragama.

Ketika terjadi perselisshan mengenai pembangunan gerga di
Kelurahan Gayungan, Suryadi, selaku Lurah mencoba meredam dan
memastikan duduk masalahnya. Termasuk diantaranya dengan mengecek
berkas-berkas perijinan dan berusasha mendamaikan. Namun, karena
tingginya desakan dari pihak yang kontra pembangunan gerga,
menjadikan lurah gayungan tidak mampu mengatas permasaahan
tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sriyono, Kepala Pembangunan
Gergia GKI Gayungsari sebagai berikut:

Pada waktu itu kelompok garis kerasnya begitu kuat, bahkan pak Lurah

yang lama sudah tanda tangan (perijinan pendirian gergia), kemudian

dilanjutkan lurah berikutnya, namun beliau tertekan karena sikap dari
orang garis keras sehingga lurahnya ikut menekan pihak gereja. Kami
sudah membangun, ngecor, balkon belakang juga sudah sdlesai, tinggal

atap sgah. Namun sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Sgjak tahun 2002

kami sudah mengakhiri pembangunan gereja, hingga saat ini.

Oleh karenanya Camat Gayungan diikutsertakan meredam konflik
bersama Polis dan FKUB. Namun, tetap sga upaya mediasi tidak
mencapal kesepakatan.

3. Departemen Agama Kota Surabaya
Departemen Agama sebagal lembaga negara yang mengurusi

periha keagamaan warga negara mempunyai posis strategis. Pendirian

rumah ibadat harus mengacu pada rekomendasi Departemen Agama

2 Cuk Sriyoo, Wawancara, Mojokerto, 24 Mei 2018.
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daerah setempat. Hal ini di atur dalam PBM Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006.

Perselisihan rumah ibadah GKI1 Gayungsari yang terjadi sgjak 1995
ini tidak terlepas dari rekomendasi yang telah diberikan departemen agama
waktu itu. Bedanya, rujukannya adalah SKB Menteri Agama dan Menteri
Daam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969. Perbedaan PBM 2006 dan
SKB 1969 adalah tidak adanya minimal jemaat 90 orang dan kewajiban
persetujuan warga sekitar minimal 60 orang. Namun, tetap memperhatikan
tata ruang kota dan kondisi serta keadaan setempat.

ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan® tentu
tidak lepas dari campur tangan Departemen Agama. Sebab, menurut
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Tempat Ibadah Kepala Kantor Departemen Agama
menjabat sebagai Wakil Ketua dalam Tim Perimbangan lzin Tempat
Ibadah??. Dengan demikian, IMB yang turun adalah atas sepengetahuan
Departemen Agama.

4. FKUB Kota Surabaya

Sgjak PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
dan Nomor 8 tahun 2006 diluncurkan, telah menorehkan sgjarah dalam
kehidupan beragama masyarakat Indonesia yaitu terbentuknya FKUB serta

Dewan Penasehat FKUB di semua proving. Jika FKUB tingkat provins

2L Cuk Sriyoo, Wawancara, Mojokerto, 24 Mei 2018., dan lihat arsip IMB tertanggal 22 Februari
1995.

22 PERDA Surabaya No,49 Tahun 2003, pada pasad 6 point (1), Sebagai ketua Kepala
Keshangpolinmas,; Kepala Dinas Tata Ruang Kota, Kepala Dinas Bangunan, dan Camat selaku
anggota.
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sudah terbentuk di 33 proving, tidak demikian halnya dengan FKUB
tingkat kabupaten/kota.

Sebagal kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepaa Daerah Daam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadah, tentu sgja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memilki
peranan sangat penting dalam upaya meredam setiap potensi konflik atas
nama agama.

Peran tersebut tertuang jelas pada Pasal 9 ayat (1) dan (2)
dinyatakan:

“Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya
disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan
difasilitass oleh Pemerintah dalam rangka membangun,
memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan

dan kesgjahteraan.”

Oleh karena itu, FKUB merupakan lembaga yang mempunyai
mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat
beragama, tentu sgja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya.
Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran FKUB untuk

membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk
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kerukunan dan kesgahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat,
melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan.

Diantara mandat FKUB adalah; “menyalurkan aspiras ormas
keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendas sebagai bahan
kebijakan gubernur/bupati/wali kota?3. Ini artinya, kebijakan pemerintah,
baik provins maupun kabupaten/kota tentang kerukunan umat beragama,
sangat tergantung pada rekomendasi FKUB. Dari titik ini, FKUB jelas
memainkan peranan sangat penting, yang karenanya, rekomendas yang
diterbitkan untuk menjadi dasar kebijakan harus yang berlandaskan
kemaslahatan baik dilihat dari segi hifdh aldin, hifdh al-"agl, hifdh al-nadl,
hifdh al-mal maupun hifdh al-nafs.

FKUB beranggotakan pemuka agama setempat dan dibentuk
sendiri oleh masyarakat®*. Sementara itu, ‘pemuka agama’ sendiri
didefiniskan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang
memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas
keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat
sebagai panutan®. Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama sgjatinya adalah peran masyarakat secara lebih
luas dan terdepan dalam pembangunan. Seperti ditegaskan pula di dalam

PBM, pemeiharaan kerukunan umat beragama berarti upaya-bersama

Z Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah”, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 18 (pasal 9 ayat (1) point ¢ dan ayat (2) point c).

% Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah™, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 18 (pasal 8).

% Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah”, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 15 (pasal 1 butir 5).
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umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan
pemberdayaan umat beragama®®. Penyebutan kata ‘umat beragama’ lebih
dulu dari ‘Pemerintah’ tersebut di atas menunjukkan peran umat
beragama yang |ebih besar daripada Pemerintah.

Hal ini bukan suatu kebetulan, melainkan dimaksudkan dan
disadari betul oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat
yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab
Pemerintah, melainkan sebagal bentuk pemberian ruang partisipasi yang
luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era
reformasi yang mendambakan civil society yang kuat.

Adapun bentuk peran serta masyarakat meldui FKUB telah
dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM, misalnya disebutkan dalam
Pasal 9 tentang tugas FKUB, yang berbunyi:

1) FKUB provins sebagaimana dimaksud daam Pasa 8 ayat (1)
mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam

bentuk rekomendasi sebagai bahas kebijakan gubernur; dan

% Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah”, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 15 (pasal 1 butir 2).
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d. melakukan sosialisas peraturan  perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan

umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

mempunyai tugas:

a

b.

melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagal bahan kebijakan bupati/walikota;
melakukan sosidlisasi peraturan  perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan
umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian

rumah ibadah.

Peran sentral FKUB ketika terjadi konflik antar umat beragama

adalah membukakan jalur komunikasi lewat dialog baik antar tokoh agama

masing-masing maupun langsung dengan masyarakat. Perihal perselisihan

rumah ibadah GKI Gayungsari memang lebih dulu ada daripada FKUB

Surabaya?’ itu sendiri. Namun, pada perkembangan selanjutnya yakni

rentang tahun 2007-2017, peran FKUB Surabaya tidak bisa dipandang

sebelah mata daam menyeleseikan konflik. Sebagali organisasi yang

mewadahi tokoh-tokoh agama, baik dari unsur Islam, Kristiani, maupun

27 FKUB Surabaya berdiri sejak tahun 2007 dengan ketua pertamanya adal ah | mam Gozali Said.



69

lainnya, tentu lebih mudah menjalin dialog untuk menemukan solusi atas
persoalan yang dihadapi. Mediasi-mediasi yang dilakkan oleh FKUB
Surabaya salah satunya adalah mediasi pada tahun 2011. Medias tersebut
melahirkan kesepakatan untuk menjual lahan yang dimiliki gerga, namun

pihak gereja menolak menjual tanah pada pengurus Y ayasan Al Hikmah?8,

C. Kepentingan Aktor-aktor dalam Konflik Pembangunan Tempat |badah
GKI Gayungsari Surabaya
1. Masyarakat Gayungan
Penolakan pebangunan gerga GKI Gayungsari tidak bisa dilepaskan
dari latar belakang sosiad budaya masyarakat setempat. Mayarakat
Gayungan yang mayoritas Islam, terlebih lagi dekat dengan lokas
pembangunan adalah basis komunitas keturunan Arab yang memiliki
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah. Bagi masyarakat yang
kontra, keberadaan Gereja mempengaruhi generasi muda yang ada di sana,
terutama yang dalam usia sekolah. Kekhawatiran upaya kristenisasi mencuat
terlebih lagi para jemaat gerga yang berussha membangun gerga
dianggapnya adalah “orang asing”. Konsep ingroup-outgroup juga kerap
berperan dalam hal ini.?
Kehadiran rumah ibadah agama lain dalam struktur sosial yang telah
mapan sebelumnya, kerap menimbulkan penolakan dan/atau  perselisihan.

Dilihat dari aspek budaya, kehadiran rumah ibadah lain yang

2 |mam Gozali Said, Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2018.
2 Sperjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Press, 1990), 123.
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mengindikasikan adanya komunitas umat beragama lain kerap dianggap
‘gangguan’ bagi stabilitas budaya masyarakat setempat yang telah mapan.
Demikian pula dalam ha ekonomi, pendatang yang secara ekonomi lebih
kuat, kerap mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas pribumi yang secara
ekonomi lebih rendah.

Munculnya kecenderungan garis pemisah antara “kelompok kami” (in
group) dan “kelompok mereka” (out group) adalah ketika agama sebaga isu
privat muncul dalam wilayah publik maupun politik®. Konsekuensi atas
adanya ingroup dan outgroup dalam masyarakat akan membawa akibat: ke
dalam, ia berfungsi merangkul; dan ke luar, ia berfungsi menyangkal atau
menolak.

Persoalannya adalah agama di Indonesia sudah menjadi isu publik,
sekaligus isu politik, bahkan sejak negeri ini berdiri. Dalam kadar tertentu,
kecenderungan ini bersifat permanen. Hampir-hampir mustahil bagi bangsa
yang terkena religius ini untuk melepaskan agama dari isu publik dan
kemudian meletakkannya hanya semata-mata sebagai isu privat. Islam
sebagal agama mayoritas diyakini pemeluk-nya lebih dari sekadar sistem
ritual.

Isam yang dianggap sebagai isu publik inilah, maka tidak
mengherankan gelombang penolakan adanya pembangunan gergja tidak
hanya dari masyarakat gayungan saja, melainkan merambah sampai kepada

masyarakat Mojokerto dan Pasuruan. Meluasnya gelombang penolakan ini

30 M. Ihsan Dacholfany, “Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam”, Akademika, Vol . XVII, No.2
(2012), 7.
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tentu tidak bisa dilepaskan dari aktor-aktor kunci seperti Faisal dan Gozin,
yang dikenal sebagai penggerak massa.!
2. Jemaat GKI Gayungsari

Pendirian rumah ibadat merupakan kebutuhan dasar dari tiap umat
beragama, yang berfungsi sebagai pusat peribatan yang dijiwai dengan nilai-
nilai kesucian. Selain sebagai pusat kegiatan ruhani, rumah ibadah juga
menjadi simpul aktivitas sosia dan bahkan bisa sgja merambah ekonomi
bagi umat agama tersebut. Rumah ibadah merupakan ruang perjumpaan
dengan Tuhan maupun sesama manusia (umat). Tidak jarang ditemui,
rumah ibadah juga mengembangkan aspek pendidikan dengan mendirikan
sekolah-sekolah bagi umat mereka. Pendirian rumah ibadah, bagi umat
kristen Gayungan adalah sebuah kebutuhan. Terlebih lagi adanya
peningkatan jumlah jemaat beberapa dekade terakhir.

3. Pemerintah Kota Surabaya

Kepentingan pemerintah dalam posisi konflik antar umat beragama
tidaklah bisa dilepaskan dari tugas pokoknya, yakni menjamin keamanan,
menjaga ketertiban, keharmonisan, dan mrnjamin berjalannya kehidupan
berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan memeluk agama dan mengembangkan agama/

kepercayaannya merupakan hak setigp warga negara dan termasuk Hak

8l Imam Gozali Said, Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2018./ Maftuh, Wawancara, Surabaya, 26
Mei 2018./ Slamet, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2018.
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Asasi Manusia®. Namun, dengan terjadi pelanggaran hak asasi manusia
melalui kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, pemerintah
berkewgjiban mengatasi problema yang terjadi ini. Termasuk konnflik
pembangunan gerga GK | Gayungsari.

Di ddam UUD 1945 terdapat pasal-pasa yang mengatur hak-hak
sebagal warga negara dan hak asasi manusia dalam beragama yang terdapat
dalam pasal-pasal yang berisi sebagai berikut;

Pasal 28:

a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran
agamanya, memilih pendidikan dan pengagaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggal kannya serta berhak kembali

b. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaannya
menyatakan pikiran dan sikap sesuali dengan hati nuraninya.

c. Setigp orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan
mengel uarkan pendapat.

Pasal 29:

a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Negara menjamin kemerdekaan tigp-tigp penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu

%2 Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah l|badah™, (Jakarta:
Departemen Agama, 2006), 410-412 (Baca UUD 1945 Pasa 27 sampai pasal 31).
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Konflik dan kekerasan yang terjadi menggambarkan bahwa
implementass UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak
berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang pada pasa 22 bahwa;

a. Setigp orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannyaitu.

b. Negara menjamin kemerdekaan setigp orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Dengan demikian, menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk
segera menyelesailkan perselisihan antar umat beragama yang terjadi dan

menjamin hak warga negara dalam menjalankan agamanya.

D. Upaya Penyelesaian Konflik Pembangunan Tempat Ibadah GKI
Gayungsari Surabaya
Mangjemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai
rencana untuk memangemeni konflik. Jika tidak dikendalikan, konflik bisa
berkembang menjadi konflik destruktif, di mana masing-masing pihak akan
memfokuskan perhatian, tenaga dan pikiran serta sumber-sumber organisasi
bukan untuk mengembangkan produktivitas, tetapi untuk merusak dan
menghancurkan lawan konfliknya. Hal ini berarti merusak potensi produktivitas
mereka. Akibatnya, kinerja mereka akan menurun sehingga menurunkan

produktivitas sistem sosial.*3

3 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 129.
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Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan
ruang lingkupnya. Konflik dan sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik
maupun wilayah privat. Konflik pada wilayah publik berkaitan erat dengan
kepentingagn umum, di mana negara memiliki kepentingan  untuk
mempertahankan kepentingan warga negaranya. Keahatan dan pelanggaran
yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam kasus
pidana, pelaku kejahan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar
(bargaining) dengan negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga
negaranya. Dalam dimens ini, seorang pelaku kegahatan berkonflik atau
bersengketa dengan negara dan ia tidak dapat menyelesaiakan sengketanya
mel al uikesepakatan ata kompensasi kepada negara.

Adapun beberapa resolus mangemen konflik yang dapat diterapkan
dalam penelitian ini, yaitu:

1. Negosias

Negosias adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana
para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui prose
musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’. Proses ini tidak melibatkan
pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri
menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat ecara langsung dalam
dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat
antara para pihak, sehingga sulit dilakukannya negosiasi, maka penyelesaian
sengketa dapat ditempuh melalui aternatif lain, seperti fasilitass dan

mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan memperlancar proses
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negosias yang sudah tertunda di antara pihak yang bersengketa. Dengan
kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang
bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan  yang
diperselishkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan
bersama.®*

Penyelesaian konflik pembangunan gerga GKI Gayungsari melalui
negosias sudah dilakukan oleh kedua belah pihak: Pihak Gerga dan Pihak
Warga Gayungan yang beragama Islam pada tahun 25 Juli 1995, Ketika
awal mula pembangunan gergja dimulai. Namun, negosiasi tidak menemui
hasil karena masing-masing pihak tetap mempertahankan kepentingan
masing-masing.

2. Konsliasi

Pengendalian konflik dengan cara konsiliass terwujud melaui
lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan
pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga
yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya
memenuhi empat hal*®:

a. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur
tangan dari badan-badan lain,
b. Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah

yang berfungsi demikian,

34 Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), 10.
35 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.
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c. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang
berkonflik,

d. Lembagatersebut harus bersifat demokratis.

e. Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk
menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada
yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat
putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga
keputusan akhir merupakan proses konsilias yang diambil
sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam
bentuk kesempatan di antara mereka.

3. Medias

Garry Goopaster memberikan definiss mediasi sebagai  proses
negosias pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak
(imparsial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.®® Goopaster
mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna medias tidak hanya dalam
pengertian bahasa, tetapi juga menggambarkan proses kegiatan medias,
kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi.
Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di
mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan
mencoba mencari kemungkianan penyelesaian sengketa tersebut.

Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa

36 Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), 5.
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mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan
yang memuaskan kedua bel ah pihak.

Di Indonesia, pengertian medias secara lebih kongkrit dapat
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003
tentang Prosedur Medias di Pengadilan. Pengertian mediasi dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda
dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolus konflik.
Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana
mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Mediator harus mampu menemukan alternatif-aternatif penyelesaian
sengketa. latidak hanya terikat dan fokus hanya pada apa yang dimiliki oleh
para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu
menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki aternatif
penyelesaian sengketa, atau para pihak mengalami kesulitan atau bahkan
terhenti (deadlock) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran
penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu
penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sgjumlah
skill yang dapat memfasilitas dan membantu para pihak dalam penyelesaian
sengketa mereka.*’

Perlu juga diidentifikasi apakah ada pihak lain yang berada di
belakang para pihak yang terlibat konflik. Apabila ada, maka perlu

diidentifikasi apakah mereka juga menyetujui adanya mediasi. Kebutuhan

37 Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), 9.
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intervensi mediasi perlu dituangkan dalam mandat tertulis. Mandat tertulis
juga beris tugas, wewenang, kekuasaan, kewajiban dan hubungan mediator
dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.®

Di Indonesia terdapat dua lembaga mediasi yang telah mendapat
akreditas dari Mahkamah Agung, yaitu The Indonesian Mediation Centre
(Pusat Medias Nasiona) dan Indoneian Institute for Conflict
Transformation (11CT). Lembaga yang kedua ini lebih memfokuskan diri
pada riset manajemen dan resolusi konflik.*® Meskipun demikian, lembaga
ini juga melakukan aktivitas yang sama dengan mediasi, seperti melakukan
pelatihan mediator bagi hakim-hakim Pengadilan Negeri. Pusat Mediasi
Nasional (PMN) merupakan salah satu pusat mediasi yang telah mendapat
akreditasi dari Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Mahkamah Agung
No. KMA/044/SKV 11/2004 pada tanggal 6 Juli 2004.

Mediasi telah dilakukan sebanyak empat kali yakni tahun 2002, 2007,
2009, dan 2011. Medias melibatkan beberapa unsur yakni, FKUB, Polda,
Polsek, Camat, Lurah, Perwakilan Warga Sekitar, Perwakilan Umat Islam
Gayungan, dan Perwakilan Pihak Gerga.

4. Arbitrase (Arbitration),
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999

tentang arbitrase dan aternatif penyel esaian sengketa mengataka bahwa;

38 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 208.

% Saifullah, Muhammad. “Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia” dalam Mukhin
Jamil (Ed), Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang; Walisongo Mediation Centre,
2007), 226.
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“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa™°

Berbeda dengan medias yang berdasarkan kesepakatan bersama,
dalam arbitrasi pihak ketigdah yang menetapkan putusan hasil akhir.
Artinya, pihak yang berkonflik tidak berhak menentukan hasil akhir dari
penyel esaian konflik. Biasanya, arbitrasi dilakukan dengan jalan pengadilan
yang diputuskan oleh hakim. Pada konflik pembangunan gergja GKI1 belum

sampai padatahap arbitrasi.**

40 Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa”, dikutip dari http://mmww.hukumonline.com pada 02 Juli 2018.
41 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.



BAB V

ANALISISPENELITIAN

A. Konflik atasdasar Peran dan Otoritas

Konflik merupakan gejala sosid yang hadir dalam kehidupan
masyarakat, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa
ada dalam setigp ruang dan waktu, dimana sgja dan kapan sga Daam
pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan
dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan
integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial.
Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya
persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu
pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya
sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik
sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau
lebih yang mempunnyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang
sifatnyaterbatas.

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik dilangsungkan tidak hanya
sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga
bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain

yang dipandang sebagai |awan atau saingannya.

80
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Konflik sosial bernuansa agama bermula dari kebutuhan jemaat gergja
GKI Cabang Diponegoro Surabaya yang berkeinginan mendirikan gerga di
Jn. Gayungsari Barat No. 64-66, Kelurahan Gayungsari, Kecamatan
Gayungan, Kota Surabaya. Pendirian gergja didasarkan pada: (1) kebutuhan
aktual para jemaat untuk mempunyai tempat peribadatan di dekat tempat
tinggalnya; (2) kapasitas gereja GKI Diponegoro sudah terlampaui (overload)
sehingga dibutuhkan perluasan di tempat lain agar peribadatan dapat
terselenggara secara lancar; (3) kebutuhan akan identitas dan pengakuan
eksistensi bagi jemaat GK| yang berdomisili di daerah Gayungsari.

Upaya pendirian gergja GKI tersebut mendapat penolakan dari warga
masyarakat muslim di sekitar lokas pendirian gerga. Penolakan itu
merefleksikan adanya realitas konflik sosial bernuansa agama atau konflik
keagamaan,  dimana konflik pendirian rumah ibadah adalah salah satu
variannya. Terdapat tiga pola konflik keagamaan di Indonesia, yaitu: (1)
konflik antar umat yang berbeda agama (kasus konflik pendirian gergja GKI
Gayungsari); (2) konflik antar kelompok umat dengan kelompok lain dari
agama yang sama tetapi dianggap sesat(kasus konflik Ahmadiyah); dan (3)
konflik antar kelompok umat dari satu agama yang memilikai pemahaman
berbeda (kasus konflik kelompok Sunni dan Syi’ah).!

Redlitas konflik keagamaan sebagaimana yang terjadi pada pendirian
rumah ibadah GKI Gayungsari, tidak cukup dipahami dari rasionalitas

tunggal yang bersandar pada motif ekonomi, politik, dan kekuasaan semata.

1 Andik Wahyun Mugoyidin, “Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model
Resolusi BerbasisTeologi Transformatif)”, ANALISIS, Vol. XlI, No. 2 (2012), 316.
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Redlitas konflik juga mereflekskan ekspres simbolik atas “apa yang
diyakini” oleh suatu komunitas agama tertentu (misalnya: komunitas muslim)
mengenai sSyari’at aau ekspress simbolik atas “solidaritas” terhadap
komunitas sgjenis.

Konflik bukanlah kondis maupun karakter dasar yang melingkupi
kehidupan manusia. Timbulnya konflik dipicu oleh dratifikas sosal-
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut John Barton,
terdapat dua struktur kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, yaitu:
(1) Ontological needs, misanya kebutuhan akan rasa aman; dan (2)
Subjective psychological needs, misalnya identitas, pengakuan atas eksistens,
dan sebagainya. Di sisi lain Galtung berpendapat bahwa kebutuhan dasar
manusia antara lain: bertahan hidup, kehormatan, identitas, dan kebebasan.
Asums teoritis Galtung mengarah pada proposis bahwa “keadilan dan
kedamaian berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila kebutuhan dasar manusia
akan rasa aman, identitas, kesgahteraan dan kebebasan menentukan nasib
sendiri (self determination) dapat terpenuhi atau terpuaskan secara adil
meskipun pada tingkat minimum?”.2

Ditinjau dari perspektif teori kebutuhan, upaya pendirian rumah
ibadah di wilayah tersebut jelas sesuai dengan asums teoritis yang
dikemukakan oleh Barton & Galtung dan fakta empiris kebutuhan dasar
komunitas jemaat gereja GKI di daerah Gayungsari. Kebutuhan akan

identitas, self determination, dan pengakuan eksistens itu secara simbolik

2 TohaRudin Rizal, “Gambaran Konflik Bermatras Agama Indonesia”, el-Hekam, Vol. 1, No. 1
(2016), 47
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diekspresikan dalam bentuk rumah ibadah. Ekspresi itu diharapkan terpenuhi
secara aman, bebas, dan tidak diganggu karena hal itu merupakan hak-hak
dasar/asasi, di Indonesia dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh
konstitusi (UUD 1945).

Khusus tentang pemenuhan kebutuhan dasar, hak setigp orang untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya diatur di dalam Pasa 28B UUD 1945, dan
tentang hak asasi yang berkaitan dengan agama, hak tiap warga negara untuk
memeluk agama yang diyakininya beserta hak-hak lain yang terkait, diatur di
daam Pasal 28E ayat (1), (2), dan (3). Hak-hak dasar tersebut tergolong
sebagal “hak-hak yang dapat dibatasi (derrogable rights)” oleh negara. Di
Indonesia, pemenuhan atas hak-hak dasar itu di ruang sosial diatur agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar hak pihak lain. Hal
itu berarti bahwa pemenuhan-hak-hak dasar tidaklah sebebas-bebasnya,
melainkan diselaraskan atau dikonfirmasikan dengan syarat-syarat atau
kondisi objektif dan subjektif yang melingkupinya. Pengaturan lebih lanjut
mengena pemenuhan hak-hak dasar harus mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait yang menjabarkan dan mengatur pelaksanaan
dari Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1), (2), dan (3) pada tataran
praktis-operasional .

Pada kenyataannya, ketika kebutuhan dasar itu diekspresikan secara
simbolik di ruang sosial dalam bentuk pendirian rumah ibadah GKI, muncul

fenomena penolakan komunitas muslim yang juga berdomisili di daerah yang

3 Kementrian Agama, “Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah”, (Jakarta
Departemen Agama, 2006), 411.



sama. Penolakan mencerminkan respon kelompok terhadap upaya pendirian
rumah ibadah GKI1 yang dipersepsikan sebaga “tekanan” terhadap rasa aman,
eksistensi, dan identitas kelompok muslim.

Keberadaan masyarakat di ruang sosia adalah suatu sistem lembaga
sosiad yang diorganisasikan berdasarkan struktur dan fungsi-fungsi tertentu
agar kehidupan di dalamnya dapat berjalan secara tertib dan teratur (social
order). Pengorganisasian itu melahirkan peran-peran yang harus diisi dan
dijalankan oleh para aktor sesuai dengan stratifikasi sosial hierarkis yang
dianut oleh suatu masyarakat. Pada konteks studi ini, komunitas GKI dan
komunitas muslim di daerah Gayungsari memainkan perannya masing-
masing yang bersifaa saling bertentangan satu sama lain  guna
mempertahankan eksistensinya masing-masing. Di satu sSisi kaum minoritas
memiliki keinginan berperan dalam kehidupan sosiad melalui ekistensinya
dalam pendirian gerga. Di sisi lain kaum mayoritas memiliki kekhawatiran
akan tergesernya eksistensinya menduduki posisi superordinasi. Penolakan
tersebut mengakibatkan proses panjang yang melibatkan beberapa elemen
masyarakat. Berbagal upaya dilakukan untuk menanggulangi konflik yang
sedang terjadi. Pada tiap konflik, persoalan identitas yang semula memiliki
kepentingan semu sebagai kebutuhan dasar akan menguat dan menonjol
menjadi isu pertentangan berbasis agama, atau dikonstruksikan sebagai

konflik keagamaan.*

4 Gazi, Psikologi Sosial Mayoritas-Minoritas, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN
Syarief Hidayatullah, 2013), 5, lihat Pyszczynski, dkk (2003).
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Keadaan sistem sosial dan interaksi sosial antara mayoritas-minoritas
seringkal melahirkan dominasi sosial kelompok mayoritas atas kelompok
minoritas. Konflik-konflik antar anggota atau komunitas di ruang sosial
adalah produk dari kecenderungan alami masyarakat untuk membangun
sistem dominasi berbasis kelompok/komunitas, dimana kelompok mayoritas
menempati puncak superordinasi dalam sistem sosial dan kelompok minoritas
berada pada posisi ordinasi atau kalangan bawah.®> Meskipun sistem dominasi
diciptakan dan dipertahankan melalui identitas kelompok di berbagai level,
tetapi pada dasarnya hal itu berakar dari hasrat atau kecenderungan individual
dari aktor tertentu yang mempunya otoritas dan peran untuk mperoleh
dominasi

Manifestasi dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas terlihat
dari ekspresi sikap dan perilaku kelompok mayoritas yang mendeterminasi
(menentukan) apa yang “perlu” dan “tidak perlu” bagi kelompok minoritas
GKI di Gayungsari. Hal itu terungkap dari pernyataan salah satu informan
anggota kelompok muslim sebagai berikut;

“Jemaat GKI tidak perlu mendirikan gergja lagi karena di wilayah

Gayungsari Barat sudah ada gereja”

Pernyataan itu merupakan bukti empiris determinasi  kelompok
mayoritas tentang apa yang perlu dan tidak perlu bagi pihak gerga, tanpa
mempertimbangkan esensi teologis, norma, dan tradisi yang dianut oleh

kelompok minoritas. Pada tahap ini, respon kelompok mayoritas ternyata

> Gazi, Psikologi Sosial Mayoritas-Minoritas, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN
Syarief Hidayatullah, 2013), 5 lihat pada Sidanius, Henry, Pratto, & Levin, 2009; Sidanius &
Pratto, Social Dominance, 1999.
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tidak terhenti pada sikap dan perilaku menolak atau menentang sagja, namun
diekspresikan lebih jauh lagi berupa manipulasi kondisi konflik agar identitas
dan eksistensinya lebih menonjol. Situasi konflik seringkali memunculkan
peran-peran sosial tertentu. Peran adalah “perilaku yang merujuk pada
sgjumlah ekspektasi normatif yang berkaitan dengan suatu posisi tertentu di
dalam strata sosial”.

Penganut teori struktural memandang “posisi” atau “status” sosial
adalah seperangkat perilaku yang diarahkan kepada orang, pihak-pihak atau
kelompok lain. Terdapat dua kelas di dalam struktur sosial, yaitu: (1) kelas
yang memiliki kekuasaan/otoritas; dan (2) kelas yang tidak memiliki
kekuasaan Di dalam peran terkandung harapan atau ekspektasi normatif
mengenal perilaku orang atau kelompok lain. Pada kelompok mayoritas
muncul peran sebagai determinan (penentu) dengan ekspektasi normatif
bahwa kelompok minoritas yang berperan sebaga bawahan (subordinate)
diharapkan tunduk terhadap kehendak kelompok mayoritas.

Menurut Ralf Dahrendorf, konflik mayoritas-minoritas adalah
representasi dari relasi kekuasaan kelompok mayoritas dalam konteks
perubahan sosial. Di dalam tiap perubahan sosial seperti yang terjadi pada
kelompok jemaat GKI, mengandung potens disintegrasi (perpecahan) sosial,
ketidakteraturan, dan ketidakseimbangan yang dirasakan sebagai ancaman.
Ancaman ini diantisipasi dengan memaksakan keteraturan menggunakan

kekuasaan sebagai alat untuk menekan pihak GKI.
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Pada saat yang sama, muncul tekanan untuk memaksakan pihak GKI
untuk tunduk pada kelompok muslim sebagai mayoritas (superordinasi)
dengan berbagai skenario. Otoritas yang melekat pada posis adalah unsur
kunci dalam eskalass konflik. Otoritas secara tersirat  menyatakan
superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas
diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena
harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri
psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada
posisi, bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum;
mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol,
ditentukan di dalam masyarakat.

Proposisi Dahrendorf tersebut terlihat dari temuan penelitian bahwa;

“Munculnya penawaran kepada pihak GKI Gayungsari untuk menjual

tanah yang dipersengketakan itu kepada yayasan Al Hikmah”.

Terlihat superordinasi kelompok mayoritas yang direpresentasikan
oleh yayasan Al Hikmah. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya kelompok
kepentingan yang diuntungkan oleh situasi konflik. Konflik kepentingan di
dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Hal
ini berarti bahwa legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini
terkadang tidak disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka
melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif
dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang

dilekatkan pada posisi.
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Individu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak
perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila
individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara
yang diharapkan. Individu “disesuaikan” atau “menyesuaikan diri” dengan
perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinat dan
subordinat. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf
kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi

yang telah disadari.

B. Konsensusdan Konflik

Pada tiap konflik, khususnya konflik dalam realas mayoritas-minoritas,
kelompok mayoritas yang superior menggunakan otoritasnya untuk
mempertahankan “status quo”, sementara kelompok minoritas yang
subordinasi mengupayakan perubahan konflik terus-menerus. Upaya
melakukan perubahan konflik itu dilakukan oleh pihak jemaat GKI dengan
cara sosidisasi. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk mencapai konsensus
dengan kelompok penentang.

Pendeta Slamet selaku informan dalam penelitian ini, mengakui bahwa;
“Jemaat GKI kurang melakukan sosidlisas terhadap lingkungan
mengenai pembangunan geregja GK1 di Gayungsari Barat”.

Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan

sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau

individu setelah adanya perdebatan dan pendlitian yang dilakukan dalam
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kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.
konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi
terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan
agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik.®
Konsensus bisa berawal hanya dari sebuah pendapat atau gagasan yang
kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar
karena bedasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitas)
hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan
dikembangkan.” Teori kosensus harus menelash integrasi nilai di tengah-
tengah masyarakat.

Menurut teori sosiologi, sosialisass menjadi norma dan nila
menghasilkan kesepakatan, atau konsensus. Salah satunya mengenai perilaku
dan keyakinan orang-orang yang sesuai, tanpa kedua hal ini masyarakat tidak
dapat hidup. Itulah sebabnya cara pandang ini disebut teori konsensus.
Melalui sosidisasi, aturan-aturan kebudayaan menstrukturkan perilaku,
menjamin konsensus dalam hal perilku yang di harapkan,dan oleh karena itu
menjamin keteraturan sosial.

Konsensus-konsensus yang telah dilakukan misanya pencarian
dukungan 60 warga sekitar untuk mensukseskan pembangunan gerga dan
meminimalisir ketegangan terhadap warga. Konsensus lainnya dilakukan

dalam wujud medias yang melibatkan pihak ketiga, mediasi-mediasi yang

6 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edis Keenam, (Jakarta:
Kencana, 2004), 284.

7 Saifuddin, A. F, Antropologi Kontemporer suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma,
(Jakarta: Kencana 2006), 52.
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dilakukan oleh saah satunya adalah medias pada tahun 2011. Medias
tersebut melahirkan kesepakatan untuk menjual lahan yang gergja, hamun
pihak gereja menolak menjual tanah pada pengurus Y ayasan Al Hikmah®. Hal
ini tidak terlepas bahwa kendala terbesar dalam pembangunan gerge
Gayungsari adalah datang dari keluarga Yayasan Al Hikmah®. Upaya
konsensus memang tidak selalu berhasil sebab berbedanya kepentingan kedua
belah pihak, namun upaya tersebut tetap harus terus dilakukan untuk
menghentikan konflik yang ada.

Wujud konsensus yang berjalan adalah dipusatkannya aktivitas ibadat
umat kristiani yang dipusatkan di YLPK Panti Asuhan Lydia, sebagai jalan

sementara selama sengketa pembangunan GK | Gayungsri masih berlangsung.

C. Konflik dan Perubahan Sosial

Setiap perubahan, termasuk perubahan sosial selalu menimbulkan
ketidakteraturan, ketidakpastian, dan ketidakstabilan atas pranata sosia yang
sudah mapan. Di dalam memandang perubahan sosia terdapat dua kelas yang
terpolarisasi  secara dikotomis menjadi kelas yang mempertahankan
kemapanan (ststus quo) dan kelas yang menginginkan serta mengupayakan
perubahan. Diantara keduanya akan terjadi ketegangan dan pertentangan yang
pada akhirnya melahirkan konflik sosial. Sumber konflik tersebut berasal dari
adanya perbedaan kebutuhan, kepentingan, ideologi, keyakinan, dan lain-lain.

Ekskalas konflik dapat bergerak ke arah perpecahan atau disintegrasi sosial

8 |mam Gozali Said, Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2018.
9 Cuk Sriyoo, Wawancara, Mojokerto,24 Mei 2018.
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yang akan mengakibatkan struktur dan pranata sosiad menjadi lebih tidak
teratur lagi.

Kelemahan dari teori Ralf Dharendrof adalah perspektif dan
orientasinya yang parsia karena hanya terfokus pada aspek ketidakteraturan
dan ketidakstabilan yang menyertai suatu konflik. Teori ini tidak menyoroti
atau menyelesailkan bagaimana cara mengatasi ketidakteraturan dan
instabilitas sosial akibat konflik.

Pada khakikatnya, setiap masyarakat menghendaki strutur sosial yang
mapan, tertaur, dan stabil (social order) agar fungsi-fungsi sosia lainnya
dapat dijalankan. Konsekuensi logis dari kecenderungan alami itu adalah
suatu proposisi bahwa “setiap perubahan sosial yang menyebabkan konflik
dan ketidakteraturan harus dipulihkan untuk mengembalikan keteraturan dan
stabilitas yang sudah terganggu”. Pemulihan keteraturan dan stabilitas
struktur sosial dapat diupayakan melalui “konsensus” dari para pihak yang
terlibat di dalam konflik.

Faktor keteraturan dan stabilitas sosia inilah yang diadakan oleh Ralf
Dahrendorf ketika mengatasi teorinya, sehingga teori itu dinilai parsia dan
tidak dapat dipaka untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial. Teori Ralf
Dahrendorf adalah teori yang tidak tuntas dalam menjelaskan perubahan
sosia yang terjadi di masyarakat. Penjelasan teori ini terhenti pada terjgdinya
ketidakteraturan, instabilitas, dan disintegrasi sosial akibat konflik namun

tidak dijelaskan bagaiamana memulihkan ketidakteraturan dan instabilitas itu.
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Teori Ralf Dahrendorf meruapakan respon terhadap teori funsionalisme
struktural dari Talcott Parson yang memandang bahwa masyarakat sebagai
struktur sosial  yang mapan, tertib, dan teratur. Ralf Dahrendorf mengkritik
teori tersebut sebagai teori yang lemah karena meyebabkan perubahan sosial
dan konservatif.

Di antara kedua teori yang berseberangan itu, terdapat teori konsensus
yang menjembatani keduanya. Teori ini memandang bahwa konflik
mempunyai fungsi sosia yang membangun integrasi sosial pasca konflik.
Melalui teori konsensus, dinamika konflik dan perubahan sosia dapat

dijelaskan secara komprehensif pada masing-masing aspeknya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah sebenarnya dapat dan harus berbuat lebih untuk menjamin hak
mendirikan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Figur kepala kecamatan,
kepala kelurahan, FKUB, LSM utamanya kepolisan selaku
penanggungjawab keamanan dan kepala daerah sebagal pemegang otoritas
birokrasi sangat berperan dalam menentukan kebijakan terhadap geregja-
gerga yang dipermasalahkan. Dalam penelitian penulis, aparatur
pemerintahan kurang tegas dadam menjalankan fungsinya. Pemerintah
daerah Surabaya termasuk pasif dalam menyikapi konflik pembangunan
rumah ibadah GKI Gayungsari Surabaya, contohnya ketika terjadi ancaman
lewat spanduk hingga ancaman kekerasan pun. Walikota Surabaya tidak
memberikan kebijakan yang dapat membuat jera pihak-pihak yang
melakukan teror.

2. Daam penelitian penulis menyebutkan bahwa upaya penyelesaian konflik
dan integrasi sosial dalam pembangunan gerga dilakukan dengan metode
negosiasi, mediasi, konsilias dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi sudah
dilaksanakan, namun belum menemui titik temu antara kedua belah pihak.
Ketika dilaksanakannya konsilias dan arbitrase pihak gerga enggan
melakukannya karena dirasa konflik sudah mengekalasi. Dikhawatirkan

berdampak pada kesgahteraan jemaat gergja. Akhirnya ditetapkanlah
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keputusan bahwa ibadah umat Kristen di Gayungan ditempatkan di Y ayasan

Panti Asuhan Kristen Lydia (YPAK Lydia).

B. Saran
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, kiranya ada beberapa saran dari

penulis berkenaan dengan masalah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Jajarannya.
Pemerintah daerah agar lebih memahami dengan sungguh-sungguh dan hati-
hati seluruh pasal dalam PBM No0.9 dan 8 tahun 2006, UUD 1945 yang
berkaitan dengan hak asas manusia dan pendirian rumah ibadah. Bagi
aparatur kepolisian untuk bertidak lebih tegas menghadapi kelompok-
kelompok yang melakukan provokasi atau perusakan.

2. Bagi FKUB
Agar membantu pihak gerga melakukan pendekatan kepada kelompok
penentang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kepastian bahwa protes
dari sekelompok orang tidak serta merta menggagalkan proses
pembangunan gerga, utamanya setelah pihak gerga  berhasil
mengumpulkan dukungan warga sekitar.

3. GKI Gayungsari Surabaya
Relasi gergja dengan masyarakat sekitar, terutama tokoh-tokohnya, sangat
berperan dalam menentukan apakah gerga akan menghadapi kendala atau
tidak. Soliditas internal gerga dapat berpengaruh terhadap dinamika

regulasi negara dan regulasi sosial. Di zaman ini tidak cukup hanya tertib
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administratif (regulasi negara), namun juga pendekatan emosional terhadap
masyarakat dan tokoh-tokoh agama (regulasi sosial) sangat diperlukan.

. Bagi Masyarakat Umum

Ketika manusia dicipatakan dengan berbaga ragam perbedaan oleh Allah
SWT. Maka tidak perlu heran jika berbagai kaum dibentuk melalui ikhtiar
ilmu pengetahuan. Semua elemen masyarakat saling berperan dalam
mencipatakan kedamaian ataupun konflik. Berprasangka baik dan terbuka
dengan berbagai pengetahuan adalah solusi dalam menciptakan perdamaian
dan ketentraman.

. Bagi Pembaca

Para pembaca agar menelaah secara mendalam tentang konflik dan integrasi
sosiad antarumat beragama dalam pemikiran-pemikiran Barat dan Timur
selain Ralf Dahrendorf dari prespektif lain yang mempunya keterkaitan
dengan kondis sosia di masa sekarang.

Hendaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan salah satu acuan dalam
pembahasan masalah konflik dan intregasi sosia antarumat beragama serta

bisadi buat rujukan untuk masalah-masalah yang terkait.
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